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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 29 TAHUN 2014

TENTANG

PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 dan
Pasal 242 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran dan Pasal 6 ayat (3), Pasal 11, Pasal
13 ayat (4), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal
16 ayat (7), Pasal 17 ayat (4), Pasal 33 ayat (4), dan
Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010
tentang Perlindungan Lingkungan Maritim, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);

3. Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986 tentang
Pengesahan International Convention for The Prevention
of Pollution from Ships 1973, Beserta Protokol;
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4. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999 tentang
Pengesahan Protocol of 1992 to Amend The
International Convention on Civil Liability for Oil
Pollution Damage, 1969 (Protokol 1992 tentang
Perubahan Terhadap Konvensi Internasional tentang
Tanggung Jawab Perdata Untuk Kerusakan Akibat
Pencemaran Minyak, 1969);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 14 Tahun 2014;

7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang
Pengesahan Annex III, Annex IV, Annex V, and Annex
VI of The International Convention for The Prevention of
Pollution from Ships 1973 As Modified By The Protocol of
1978 Relating Thereto (Lampiran III, Lampiran IV,
Lampiran V, dan Lampiran VI dari Konvensi
Internasional Tahun 1973 tentang Pencegahan
Pencemaran dari Kapal sebagaimana diubah dengan
Protokol Tahun 1978 yang terkait dari padanya);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun
2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non
Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pencemaran dari Kapal adalah kerusakan pada perairan dengan
segala dampaknya yang diakibatkan oleh tumpahnya atau keluarnya
bahan yang disengaja atau tidak sengaja berupa minyak, bahan cair
beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, kotoran, sampah, dan
udara dari kapal.

2. Pencegahan Pencemaran dari Kapal adalah upaya yang harus
dilakukan Nakhoda dan/atau awak kapal sedini mungkin untuk
menghindari atau mengurangi pencemaran tumpahan minyak, bahan
cair beracun, muatan berbahaya dalam kemasan, limbah kotoran
(sewage), sampah (garbage), dan gas buang dari kapal ke perairan dan
udara.

3. Penanggulangan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal adalah segala
tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu serta
terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi, dan membersihkan
tumpahan minyak atau bahan cair beracun atau muatan lain dari
kapal ke perairan untuk meminimalisasi kerugian masyarakat dan
kerusakan lingkungan laut.

4. Tindakan Pencegahan Pencemaran Minyak yang Dapat Ditimbulkan
Akibat Kecelakaan Kapal adalah tindakan yang dilakukan pada kapal
yang mengalami kecelakaan guna mencegah penyebaran tumpahan
minyak baik minyak yang dibawa sebagai muatan atau minyak
sebagai bahan bakar kapal dengan cara melokalisir tumpahan
minyak, penyedotan minyak yang terdapat pada tangki bahan bakar,
dan pengambilan muatan-muatan lainnya yang mencemari laut serta
mengangkut kerangka kapal tersebut apabila mengganggu alur
pelayaran.

5. Kecelakaan Kapal adalah kejadian yang dialami oleh kapal yang
diakibatkan faktor alam, teknis, serta kelalaian manusia yang dapat
mengancam keselamatan kapal dan/atau jiwa manusia serta
pencemaran lingkungan berupa kapal kandas, tubrukan, tenggelam,
dan terbakar.

6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang
digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya,
ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung
dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
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7. Kapal Tangki Minyak adalah kapal yang dibangun dan diperuntukkan
untuk mengangkut minyak secara curah dalam ruang-ruang muatan
termasuk kapal tangki dengan muatan kombinasi dan kapal tangki
pengangkut bahan cair beracun jika mengangkut muatan minyak
secara curah.

8. Tangki Kapal adalah ruangan tertutup yang merupakan bagian dari
konstruksi tetap kapal yang dipergunakan untuk menempatkan atau
mengangkut cairan dalam bentuk curah.

9. Panjang Kapal adalah panjang yang diukur pada 96% (sembilan puluh
enam persen) dari panjang garis air dengan sarat 85% (delapan puluh
lima persen) dari ukuran dalam terbesar yang terendah diukur dari
sebelah atas lunas, atau panjang garis air tersebut diukur dari sisi
depan linggi haluan sampai ke sumbu poros kemudi, dipilih panjang
yang lebih besar.

10. Displacement adalah berat kapal yang setara dengan berat cairan yang
dipindahkan.

11. Berat Kapal Kosong (Lightweight) adalah berat kapal yang terdiri atas
badan kapal, mesin-mesin kapal, dan peralatan tetap kapal.

12. Bobot Mati (Deadweight) adalah kemampuan kapal untuk dapat
dimuati beban sampai pada sarat tertentu. Beban tersebut meliputi
muatan, bahan bakar, pelumas, air tawar, air balas, barang
bawaan/bekal, penumpang, dan crew.

13. Pemilik Kapal adalah orang perseorangan atau perusahaan yang
terdaftar sebagai pemilik kapal atau yang bertanggung jawab atas
nama pemilik kapal termasuk operator.

14. Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun termasuk minyak
mentah, minyak bahan bakar, minyak kotor, kotoran minyak, dan
hasil olahan pemurnian seperti berbagai jenis aspal, bahan bakar
diesel, minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling,
naptha, dan sejenisnya.

15. Bahan Cair adalah semua bahan yang memiliki tekanan uap tidak
melebihi 0,28 MPa mutlak pada suhu 37,8° C.

16. Bahan Cair Beracun adalah bahan cair yang mengandung racun yang
telah diindikasikan dalam kategori pencemaran pada IBC Code Bab 17
dan Bab 18 atau bahan yang sementara ini telah dinilai termasuk
dalam kategori X, Y atau Z pada Konvensi Internasional MARPOL
73/78.

17. Kotoran (Sewage) adalah drainase dan buangan lainnya yang berasal
dari toilet dan urinal, drainase yang berasal dari ruang medis melalui
bak cucian, bak mandi, dan lubang kuras, drainase dari lokasi yang
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berisi hewan hidup atau air limbah yang bercampur dengan buangan-
buangan tersebut.

18. Sampah (Garbage) adalah semua jenis limbah sisa makanan, limbah
domestik, limbah kegiatan, semua plastik, sisa muatan, minyak bekas
sisa memasak yang tidak terpakai, jaring ikan, bangkai binatang yang
dihasilkan selama kegiatan kapal secara normal dan dapat dibuang
secara terus menerus atau secara periodik, kecuali bahan-bahan
seperti minyak, bahan cair beracun atau kotoran sebagaimana
didefinisikan di atas, tidak termasuk ikan segar.

19. Pengendalian Sistem Anti Teritip (Anti-Fouling Systems) adalah sejenis
lapisan pelindung, cat, lapisan perawatan permukaan, atau peralatan
yang digunakan di atas kapal untuk mengendalikan atau mencegah
menempelnya organisme yang tidak diinginkan.

20. Manajemen Air Balas (Ballast Water Management) adalah sistem
manajemen proses-proses mekanis, fisika, kimiawi, biologis yang
dilakukan secara terpisah atau bersamaan untuk menghilangkan,
mengurangi tingkat bahaya, atau menghindari pengambilan atau
pembuangan organisme air yang membahayakan dan bibit penyakit
yang berasal dari air balas dan sedimen-sedimennya.

21. Standar Daya Tahan Cat Pelindung Anti Karat (Performance Standard
for Protective Coating) adalah sistem manajemen penentuan dan
pengerjaan serta inspeksi pengecatan terhadap tangki air balas untuk
semua tipe kapal dan ruangan lambung ganda untuk tipe kapal
muatan curah dengan tujuan menghindari terjadinya karat.

22. Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran adalah dana yang dijamin oleh
perusahaan asuransi atau klub pemilik kapal atau lembaga jaminan
keuangan resmi lainnya untuk menjamin pemenuhan tanggung jawab
pemilik kapal terhadap pencemaran perairan oleh minyak atau bahan
cair beracun yang bersumber dari muatannya dan/atau minyak
sebagai bahan bakar kapalnya, termasuk jaminan atas biaya yang
dikeluarkan untuk tindakan pencegahan pencemaran yang dapat
ditimbulkan akibat kecelakaan kapal.

23. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah
zat dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat
mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lain.

24. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut
Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang
mengandung B3.
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25. Penilaian Kondisi Kapal (Condition Assessment Scheme/CAS) adalah
kegiatan close up survey dan pengukuran ketebalan konstruksi kapal
sebagaimana diatur dalam ketentuan MEPC 94 (46) dan amandemen
Konvensi Internasional MARPOL 73/78.

26. Fasilitas Penampungan adalah semua fasilitas tetap, terapung atau
bergerak yang mampu menerima limbah/sampah pencemar di laut
yang berasal dari kapal dan memadai untuk tujuan penampungan
dimaksud.

27. Dumping adalah setiap pembuangan dengan sengaja limbah atau
benda lainnya dari kapal, pesawat udara, platforms atau bangunan
lainnya di laut, atau setiap pembuangan sengaja kapal, pesawat
udara, platforms, atau bangunan lainnya di laut dan tidak termasuk
pembuangan limbah atau lainnya yang berasal dari operasional
normal kapal atau penempatan benda untuk suatu tujuan tertentu
yang bukan pembuangan benda tersebut.

28. Tanggal Ulang Tahun adalah hari dan bulan dari setiap tahun yang
menunjukkan tanggal berakhirnya masa berlaku dokumen atau
sertifikat.

29. Menteri adalah Menteri Perhubungan.

30. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 2

(1) Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritim dilakukan melalui:

a. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari pengoperasian
kapal; dan

b. pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan
kepelabuhanan.

(2) Pencegahan pencemaran dari pengoperasian kapal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pencegahan
pencemaran dari pengoperasian kapal berbendera Indonesia dan yang
bersumber dari barang dan bahan berbahaya yang ada di kapal.

(3) Selain pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pencegahan pencemaran lingkungan maritim juga dilakukan
terhadap:

a. kegiatan pencucian tangki kapal (tank cleaning);

b. pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan
kapal;

c. penutuhan kapal (ship recycling); dan

d. pembuangan limbah di perairan (dumping).
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Pasal 3

(1) Pencegahan pencemaran dari pengoperasian kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi:

a. pencemaran minyak dari kapal;

b. pencemaran bahan cair beracun dari kapal;

c. pencemaran muatan bahan berbahaya dalam bentuk kemasan
dari kapal;

d. pencemaran kotoran dari kapal;

e. pencemaran sampah dari kapal;

f. pencemaran udara termasuk emisi mesin dan efisiensi energi; dan

g. pencemaran yang timbul akibat tumpahnya muatan dan barang
dari kapal.

(2) Pencegahan pencemaran yang bersumber dari barang dan bahan
berbahaya yang ada di kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) meliputi:

a. pengendalian anti teritip (Anti-Fouling System/AFS);

b. manajemen air balas di kapal (Ballast Water Management/BWM);

c. standar daya tahan pelindung cat anti karat (Performance
Standard for Protective Coating/PSPC); dan

d. penutuhan kapal (ship recycling).

(3) Pencegahan pencemaran dari kegiatan kepelabuhanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan
penyediaan fasilitas pencegahan pencemaran di pelabuhan termasuk
di terminal khusus.

BAB II

PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI PENGOPERASIAN KAPAL

DAN YANG BERSUMBER DARI BARANG

DAN BAHAN BERBAHAYA DI KAPAL

Bagian Kesatu

Pencegahan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal

Paragraf 1

Pencegahan Pencemaran oleh Minyak dari Kapal

Pasal 4

(1) Kapal tangki minyak atau kapal yang difungsikan mengangkut minyak
secara curah dengan tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh Gross
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Tonnage) atau lebih dan kapal selain kapal tangki minyak dengan
tonase kotor GT 400 (empat ratus Gross Tonnage) atau lebih yang
berlayar di perairan internasional wajib memenuhi ketentuan Annex I
MARPOL 73/78.

(2) Kapal tangki minyak atau kapal yang difungsikan mengangkut minyak
secara curah dengan tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh Gross
Tonnage) atau lebih dan kapal selain kapal tangki minyak dengan
tonase kotor GT 400 (empat ratus Gross Tonnage) atau lebih yang
berlayar di perairan Indonesia wajib memenuhi ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini.

(3) Kapal tangki minyak atau kapal yang difungsikan mengangkut minyak
secara curah dengan tonase kotor GT 100 (seratus Gross Tonnage)
sampai dengan GT 149 (seratus empat puluh sembilan Gross Tonnage)
dan selain kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 100 (seratus
Gross Tonnage) sampai dengan GT 399 (tiga ratus sembilan puluh
sembilan Gross Tonnage) atau kapal dengan tonase kotor kurang dari
GT 100 (seratus Gross Tonnage) tetapi memiliki mesin penggerak
utama lebih dari 200 PK yang berlayar di perairan Indonesia dan
internasional wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(4) Kapal yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterbitkan sertifikat
pencegahan pencemaran oleh minyak oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) wajib memenuhi
persyaratan konstruksi dan peralatan untuk pencegahan pencemaran
sebagai berikut:

a. dilengkapi peralatan pemisah air berminyak (Oily Water
Separator/OWS) yang dipasang di ruang mesin dengan kadar
pembuangan tidak melebihi 15 ppm (part per million) dan memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki kapasitas minimum yaitu:

a) 0,10 m3/jam untuk kapal dengan mesin penggerak utama
kurang dari 500 PK; dan

b) 0,25 m3/jam untuk kapal dengan mesin penggerak utama
500 PK atau lebih.

2. peralatan pemisah air berminyak (Oily Water Separator/OWS)
harus disetujui oleh Direktur Jenderal;

3. sistem dapat dioperasikan dengan pompa terkait;

4. tersedia daerah sampling pada jalur pipa buangan;
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5. sistem perpipaan untuk peralatan penyaring minyak harus
terpisah/bebas dari sistem bilga utama;

6. dilengkapi sirkulasi ulang untuk tes peralatan penyaring minyak
dengan katup overboard tertutup yang ditempatkan antara alat
penghenti dan katup overboard;

7. pada kapal dengan tonase kotor GT 10.000 (sepuluh ribu Gross
Tonnage) atau lebih agar dilengkapi alarm dan alat penghenti
otomatis jika kandungan minyak yang dibuang telah melebihi 15
ppm.

b. setiap kapal dengan ukuran tonase kotor GT 400 (empat ratus Gross
Tonnage) atau lebih harus dilengkapi tangki penampungan minyak
kotor (sludge tank) dengan kapasitas yang memadai untuk
menampung sisa minyak kotor (sludge) yang dihasilkan dari
penyaringan bahan bakar dan pelumas minyak dan kebocoran minyak
di ruang mesin serta memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki kapasitas minimum (V1) berikut:

a) untuk kapal yang tidak membawa air balas dalam tangki
bahan bakar

V1 = K1 C D (m3),

dimana

K1 = 0,01 untuk kapal yang menggunakan purifikasi HFO
pada mesin induk atau 0,005 untuk kapal yang
tidak menggunakan purifikasi MDO/HFO

C = konsumsi bahan bakar harian (m3)

D = waktu maksimum pelayaran antara pelabuhan
dimana sisa minyak kotor (sludge) dibuang ke darat
dalam hari jika data tidak diketahui, maka
dipertimbangkan 30 (tiga puluh) hari

b) untuk kapal yang dilengkapi homogenizer dan tungku
pembakaran (incinerator sludge)

V1 = 1 m3 untuk kapal tonase kotor GT 400 (empat ratus
Gross Tonnage) sampai tonase kotor GT 3999 (tiga
ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Gross
Tonnage) atau

V1 = 2 m3 untuk kapal tonase kotor GT 4000 (empat ribu
Gross Tonnage) atau lebih

2. tangki penampungan minyak kotor (sludge tank) harus dilengkapi
pompa tertentu yang mampu membuang minyak kotor dari tangki
penampungan dan melalui langsung ke sambungan pembuangan
standar (standard discharge connection);
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3. tangki penampungan minyak kotor (sludge tank) harus
mempunyai sambungan pembuangan ke tangki penampungan
minyak kotor (oily bilge water holding tank) atau ke pemisah air
berminyak (Oily Water Separator/OWS);

4. perpipaan ke dan dari tangki penampungan minyak kotor (sludge
tank) harus memiliki sambungan langsung ke luar kapal melalui
sambungan pembuangan standar (standard discharge connection);

5. perpipaan harus memungkinkan memompa sisa minyak kotor
(sludge) dari ruang permesinan dan bilga ke fasilitas
penampungan melalui sambungan pembuangan standar
(standard discharge connection).

c. dilengkapi sambungan pembuangan standar (standard discharge
connection) untuk memudahkan penyaluran pembuangan dari sisa-
sisa bilga permesinan dan minyak dari tangki penampungan minyak
kotor (sludge tank) ke darat, dengan ukuran flensa sambungan
pembuangan standar sesuai Contoh 1 pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

d. perlindungan tangki bahan bakar dengan kapasitas total tangki bahan
bakar 600 m3 atau lebih dalam hal:

1. untuk kapal dengan jumlah minyak bahan bakar 600 m3 atau
lebih, tangki minyak bahan bakar harus diletakkan di atas plat
kulit dasar kapal dengan ukuran tidak kurang dari

h = B/20 atau

h = 2,0 meter, dipilih yang lebih kecil

nilai minimum h adalah 0,76 meter

dimana

h adalah tinggi dasar ganda

B adalah lebar kapal

2. untuk kapal dengan jumlah minyak bahan bakar lebih dari 600
m3 dan di bawah 5.000 m3, tangki minyak bahan bakar harus
diletakkan di dalam garis plat kulit sisi kapal tidak kurang dari

W = 0,4 + ((2,4 C) / 20000)(m)

jarak minimum w = 1,0 m namun tangki dengan kapasitas
kurang 500 m3 jarak minimum = 0,76 m

dimana

w adalah jarak dari plat kulit sisi kapal

C adalah total 98% (sembilan puluh delapan persen) dari volume
minyak bahan bakar
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3. untuk kapal dengan jumlah minyak bahan bakar 5.000 m3 atau
lebih, tangki minyak bahan bakar harus diletakkan di dalam garis
plat kulit sisi kapal tidak kurang dari

W = 0,5 + C/20.000 (m) atau

W = 2,0 m yang mana lebih kecil

dimana:

w adalah jarak dari plat kulit sisi

C adalah total 98% (sembilan puluh delapan persen) dari volume
minyak bahan bakar

e. pengendalian pembuangan minyak ke laut dengan ketentuan sebagai
berikut:

1. setiap kapal dilarang melakukan pembuangan minyak atau
campuran berminyak ke laut;

2. minyak atau campuran berminyak dari ruang permesinan
(machinery spaces) harus disimpan tetap di kapal untuk
selanjutnya dibuang ke fasilitas penampungan (reception facilities)
atau dapat dibuang ke laut dengan memenuhi ketentuan sebagai
berikut:

a) kapal dalam kondisi berlayar;

b) campuran berminyak diproses melalui peralatan pemisah air
berminyak (Oily Water Separator/OWS);

c) kandungan campuran berminyak yang dibuang tidak
melebihi 15 ppm;

d) campuran berminyak tidak berasal dari air bilga ruang
pompa cargo;

e) campuran minyak tidak bercampur dengan sisa muatan
minyak.

3. minyak atau campuran berminyak dari ruang muatan (cargo area)
harus disimpan tetap di kapal untuk selanjutnya dibuang ke
fasilitas penampungan (reception facilities) atau dapat dibuang ke
laut dengan ketentuan sebagai berikut:

a) kapal dalam kondisi berlayar;

b) campuran berminyak diproses melalui peralatan pengendali
pembuangan minyak (Oil Discharge Monitoring System/ODMS)
dan pengaturan tangki slop;

c) jumlah kandungan minyak yang boleh dibuang ke laut tidak
lebih 1/30000 dari total jumlah muatan;
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d) lokasi pembuangan sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) mil
dari garis pantai terdekat;

e) rata-rata pembuangan kandungan minyak tidak lebih dari 30
(tiga puluh) liter per mil.

4. pembuangan minyak atau campuran berminyak ke laut dengan
disengaja dapat dilakukan jika kapal dinyatakan dalam keadaan
darurat untuk tujuan keselamatan jiwa dan kapal di laut;

5. sisa minyak di kapal yang tidak dapat dibuang ke laut harus
dibuang ke darat melalui fasilitas penampungan (reception
facilities) di pelabuhan;

6. apabila terdapat tumpahan minyak atau campuran berminyak
yang terlihat di atas maupun bawah permukaan air pada sekitar
badan kapal, dapat dilakukan pemeriksaan apakah terjadi
pelanggaran pencemaran minyak. Penyelidikan tersebut harus
memperhatikan kondisi angin, laut, rute, kecepatan kapal, data
lainnya di sekitar kapal, dan catatan pembuangan minyak di
kapal.

f. pemisahan minyak dan air balas serta yang memuat minyak pada
tangki ceruk haluan (forepeak) sekurang-kurangya memenuhi hal-hal
sebagai berikut:

1. kapal tangki minyak dengan ukuran tonase kotor GT 150 (seratus
lima puluh Gross Tonnage) atau lebih dan kapal selain tangki
minyak dengan ukuran tonase kotor GT 400 (empat ratus Gross
Tonnage) atau lebih tidak boleh membawa air balas di dalam
tangki bahan bakar;

2. jika diperlukan membawa air balas ke dalam tangki bahan bakar
untuk keperluan mempertahankan stabilitas dan kondisi
keselamatan pelayaran maka air balas tersebut harus dibuang ke
fasilitas penampungan (reception facilities) atau dibuang ke laut
dengan memenuhi ketentuan pengendalian pembuangan
sebagaimana dimaksud pada huruf e dengan menggunakan
peralatan pemisah air berminyak (Oily Water Separator/OWS);

3. semua kapal dengan ukuran tonase kotor GT 400 (empat ratus
Gross Tonnage) atau lebih, minyak tidak boleh ditempatkan di
tangki ceruk haluan (forepeak) atau tangki di depan sekat
tubrukan;

4. semua kapal selain yang dimaksud pada huruf f angka 1 dan
angka 3, sejauh mungkin harus memenuhi ketentuan dalam
pasal ini.
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g. buku catatan minyak (oil record book) bagian I untuk ruang
permesinan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. buku catatan minyak ruang permesinan harus digunakan untuk
mencatat kegiatan yang meliputi:

a) pengisian air balas kotor dan air pembersihan dari tangki
bahan bakar;

b) pembuangan balas kotor atau air bekas cucian dari
tangki bahan bakar;

c) pengumpulan dan pemindahan residu minyak kotor;

d) pembuangan, pemindahan atau penanganan air bilga yang
telah terkumpul di dalam ruangan mesin;

e) pencatatan kondisi alat pemisah air dan minyak;

f) pembuangan minyak yang tidak disengaja atau karena
pengecualian lain;

g) pengisian dan pemindahan bahan bakar minyak atau
minyak pelumas dalam jumlah besar.

2. buku catatan minyak (oil record book) harus ditandatangani oleh
Nakhoda dan harus selalu berada di atas kapal;

3. harus dilakukan pencatatan apabila terdapat gangguan dalam
peralatan pemisah air berminyak;

4. buku catatan minyak (oil record book) harus dilaporkan kepada
Syahbandar setelah melalui 1 (satu) kali pelayaran.

h. khusus untuk kapal tangki minyak harus tersedia juga buku catatan
minyak (oil record book) bagian II untuk operasional muatan atau air
balas memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. buku catatan minyak (oil record book) harus digunakan untuk
mencatat kegiatan yang meliputi:

a) pemuatan dan pembongkaran minyak muatan;

b) pemindahan muatan minyak di dalam kapal pada saat
berlayar;

c) pengisian dan pembuangan tangki balas pada tangki muatan
dan pada tangki balas bersih;

d) pencucian tangki muatan termasuk pencucian dengan
menggunakan minyak mentah (crude oil washing);

e) pembersihan tangki-tangki muatan;

f) pembuangan air bilga ke luar kapal melalui peralatan
pengawasan pembuangan minyak (oil discharge monitoring);
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g) penanganan sisa minyak dan campuran sisa minyak yang
tidak melalui peralatan pengawasan pembuangan minyak (oil
discharge monitoring);

h) pencatatan kondisi peralatan monitor pembuangan minyak
(oil discharge monitoring);

i) pembuangan minyak yang tidak disengaja atau karena
pengecualian lain;

j) khusus kapal tangki minyak yang berlayar di jalur khusus
ada penambahan catatan pengisian, pemindahan dan
pembuangan air balas ke fasilitas penampungan.

2. total jumlah minyak dan air yang digunakan untuk pencucian
dan sebaliknya ke tangki penyimpan harus dicatat dalam buku
catatan minyak (oil record book) bagian II;

3. buku catatan minyak (oil record book) harus ditandatangani oleh
Nakhoda dan harus selalu berada di atas kapal;

4. harus dilakukan pencatatan Jika terdapat gangguan dalam
peralatan pemisah air berminyak dan penyaring minyak;

5. buku catatan minyak (oil record book) harus dilaporkan kepada
Syahbandar setelah melalui 1 (satu) kali pelayaran.

i. menyediakan pola penanggulangan keadaan darurat pencemaran oleh
minyak (Shipboard Oil Pollution Emergency Plan/SOPEP);

j. pola penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf i paling
sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. prosedur pelaporan;

2. langkah-langkah awal untuk mengatasi tumpahan minyak;

3. prosedur koordinasi nasional dan daerah;

4. kontak pemilik kapal dan organisasi yang memiliki kepentingan
dengan kapal antara lain agen lokal dan Protection and Idemnity (P
& I) Club Correspondents;

5. gambar rencana umum kapal (general arrangement plan) dan
gambar susunan pipa bahan bakar kapal (fuel oil piping diagram);
dan

6. daftar kontak tanggap darurat (emergency response) negara
pantai.

k. kapal tangki minyak mentah (crude oil tanker) dengan bobot mati DWT
20000 (dua puluh ribu) ton atau lebih dan setiap kapal tangki minyak
olahan (product oil tanker) dengan bobot mati DWT 30000 (tiga puluh
ribu) ton atau lebih harus dilengkapi dengan tangki balas terpisah



2014, No.111515

(Segregated Ballast Tank/SBT) yang memenuhi ketentuan sebagai
berikut:

1. kapasitas tangki balas terpisah (Segregated Ballast Tank/SBT)
harus ditentukan sehingga kapal dapat beroperasi aman tanpa
menggunakan tangki muatan untuk air balas;

2. kapasitas tangki balas terpisah (Segregated Ballast Tank/SBT)
harus memenuhi persyaratan sarat tengah kapal dan kondisi trim
kapal sebagai berikut:

a) sarat pertengahan (dm) = 2.0 + 0.02L;

b) sarat pada bagian depan dan belakang harus ditentukan dari
bagian tengah kapal draft (dm) sebagaimana dimaksud pada
huruf a) dan trim bagian buritan kapal tidak lebih besar dari
0.015L.

3. air balas tidak boleh dibawa di dalam tangki muatan kecuali
dengan pertimbangan Nakhoda bahwa akibat kondisi cuaca
diperlukan tambahan air balas dalam tangki muatan untuk
tujuan mempertahankan stabilitas dan keselamatan pelayaran
kapal, selanjutnya air balas tersebut harus dibuang ke fasilitas
penampungan;

4. jika harus membawa air balas di dalam tangki muat pada kapal
tangki minyak mentah (crude oil tanker) sebelum pengisian air
balas maka untuk mengurangi resiko pencemaran, terlebih
dahulu harus dilakukan pencucian dengan sistem pencucian
minyak mentah (Crude Oil Washing System/COW) di dalam tangki
muat;

5. untuk kapal minyak mentah (crude oil tanker) dengan bobot mati
DWT 40000 (empat puluh ribu) ton atau lebih harus dilengkapi
dengan tangki balas terpisah (Segregated Ballast Tank/SBT) yang
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan
angka 3.

l. kapal tangki minyak olahan (product oil tanker) dengan bobot mati
DWT 40000 (empat puluh ribu) ton atau lebih harus dilengkapi
dengan tangki balas terpisah (Segregated Ballast Tank/SBT) yang
memenuhi huruf k angka 2 atau beroperasi dengan tangki balas
bersih khusus (dedicated clean ballast tank) yang memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

1. memiliki tangki dengan kapasitas yang memadai yang
dikhususkan sepenuhnya mengangkut air balas bersih;
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2. dilengkapi dengan alat ukur kandungan minyak (oil content meter)
untuk memungkinkan pengawasan kandungan minyak di dalam
air balas yang sedang dibuang;

3. kapal pengangkut minyak olahan (product oil tanker) yang
beroperasi dengan tangki balas bersih khusus (dedicated clean
ballast tank) harus tersedia manual pengoperasian tangki balas
bersih khusus (dedicated clean ballast tank manual).

m. kapal tangki minyak dengan bobot mati DWT 70000 (tujuh puluh
ribu) ton atau lebih harus dilengkapi dengan tangki balas terpisah
(Segregated Ballast Tank/SBT) yang sesuai dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf k;

n. kapal tangki minyak dengan bobot mati DWT 5000 (lima ribu) ton
atau lebih harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. ruang pompa yang dilengkapi perlindungan dengan dasar ganda
atau ruang yang dapat berupa tangki kosong atau tangki balas,
dengan ketinggian minimal (h) yang diukur dari dasar kapal (ship
base line) ke dasar ruang pompa yaitu:

h = B/15 atau

h = 2 m, dipilih yang mana lebih kecil

nilai minimal h = 1 m

dimana:

h adalah dasar ganda yang diukur dari dasar lunas kapal

B adalah lebar kapal

2. jika ruang pompa memiliki plat dasar yang letaknya di atas garis
dasar dari ukuran tinggi minimum sebagaimana yang disyaratkan
pada angka 1, maka dasar ganda tidak perlu dipasang;

3. dasar ganda tidak perlu dipasang jika genangan di ruang pompa
tidak menyebabkan sistem pompa balas atau muatan tidak
beroperasi.

o. kapal tangki minyak dengan ukuran tonase kotor GT 150 (seratus
lima puluh Gross Tonnage) atau lebih, panjang tangki ruang muat
harus tidak melebihi dari 10 (sepuluh) meter;

p. kapal tangki minyak ukuran tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh
Gross Tonnage) atau lebih harus dilengkapi dengan tangki
penampungan sisa muatan (slop tank) atau tangki muatan yang
ditentukan sebagai tangki endap dengan memenuhi ketentuan sebagai
berikut:
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1. tangki penampungan sisa muatan (slop tank) digunakan untuk
penyimpanan pembersihan tangki muatan dan pemindahan sisa
balas kotor serta pencucian tangki dari tangki muatan;

2. kapasitas tangki dirancang sedemikan rupa sehingga dapat
menampung air kotor dari pencucian tangki. Kapasitas minimum
yaitu 3% (tiga persen) dari total kapasitas muatan minyak yang
dibawa kapal;

3. kapal tangki minyak dengan bobot mati DWT 70000 (tujuh puluh
ribu) ton atau lebih harus dilengkapi dengan minimal 2 (dua)
tangki endap.

Pasal 6

(1) Pada semua kapal tangki minyak, manifold/sambungan pembuangan
penghubung ke fasilitas penampungan untuk pembuangan air balas
kotor atau air bercampur minyak ke laut harus ditempatkan di
geladak terbuka pada tiap sisi kapal.

(2) Pada kapal tangki minyak ukuran tonase kotor GT 150 (seratus lima
puluh Gross Tonnage) atau lebih dan saluran pipa untuk pembuangan
air balas kotor atau air bercampur minyak ke laut dari tangki muatan
harus ditempatkan mengarah ke geladak terbuka atau ke sisi kapal di
atas garis air.

(3) Kapal tangki minyak ukuran tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh
Gross Tonnage) atau lebih harus dilengkapi peralatan penghenti
pembuangan ke laut terhadap air balas atau air bercampur minyak
dari area tangki muatan sehingga dari posisi dek teratas atau di atas
lokasi manifold/sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pembuangan ke laut dapat diamati secara visual.

(4) Kapal tangki minyak olahan (product oil tanker) dan kapal tangki
minyak mentah (crude oil tanker) yang disyaratkan untuk dilengkapi
tangki balas terpisah atau dilengkapi sistem pencucian minyak
mentah (Crude Oil Washing/COW) harus dilengkapi peralatan untuk
menguras semua minyak di saluran pompa kargo dan saluran minyak
saat selesainya pembongkaran muatan, jika perlu melalui sistem
pengurasan (stripping).

(5) Pada kapal tangki minyak, cara pembuangan air balas atau campuran
berminyak (oily mixture) dari tangki muatan harus ditempatkan di atas
garis air kapal, kecuali:

a. di dalam pelabuhan atau terminal minyak; atau

b. di laut dengan gravitasi; atau

c. di laut dengan pompa.

Dengan catatan permukaan air balas telah diteliti secara visual atau
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dengan alat lain sebelum pembuangan untuk menjamin tidak terjadi
kontaminasi dengan minyak.

(6) Kapal tangki minyak ukuran tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh
Gross Tonnage) atau lebih wajib dipasang lubang penghisap air laut
(sea chest) yang permanen dan terhubung ke sistem pipa muatan dan
katup isolasi.

(7) Kapal tangki minyak dengan bobot mati DWT 5000 (lima ribu) ton
atau lebih, harus dilengkapi dengan sistem pengawasan pembuangan
minyak dari tangki penampungan sisa muatan (slop tank) atau
muatan (oil discharge monitoring and control system) dan memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki peralatan perekam untuk mencatat terus menerus
pembuangan dalam liter per mil dan total jumlah pembuangan;

b. harus dapat berhenti secara otomatis pada saat proses
pembuangan kadar campuran berminyak yang dibuang melebihi
30 (tiga puluh) liter per mil.

(8) Setiap kapal tangki yang akan melaksanakan kegiatan pemindahan
muatan minyak dari kapal ke kapal di laut (STS operation) wajib:

a. membuat rencana kegiatan pemindahan muatan minyak dari kapal
ke kapal di laut (STS plan) yang telah disetujui oleh Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut;

b. mencatat dan mendokumentasikan setiap kegiatan pemindahan
muatan minyak dari kapal ke kapal di laut dan disimpan selama
3 (tiga) tahun;

c. menyampaikan pemberitahuan awal untuk melaksanakan
kegiatan pemindahan muatan minyak dari kapal ke kapal kurang
lebih 24 (dua puluh empat) jam kepada Syahbandar.

Pasal 7

(1) Kapal tangki minyak yang mengangkut minyak dengan bobot mati
DWT 600 (enam ratus) ton atau lebih, wajib memenuhi ketentuan
konstruksi dasar ganda.

(2) Kapal tangki minyak yang mengangkut minyak dengan bobot mati
DWT 5000 (lima ribu) ton atau lebih, wajib memenuhi ketentuan
konstruksi dasar ganda dan lambung ganda.

(3) Ukuran dasar ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagai berikut:

h = B/15 (meter) atau h = 2,0 meter,

dipilih mana yang lebih kecil,
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minimal nilai dari h = 1,0 meter untuk kapal di atas DWT 5000 (lima
ribu) ton

minimal nilai dari h = 0,76 meter untuk kapal di bawah DWT 5000
(lima ribu) ton

dimana:

h adalah jarak antara plat dasar tangki muatan dengan dasar lunas

B adalah lebar kapal terluar

(4) Ukuran lambung ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagai berikut:

w = 0,5 + DWT/20000 (dua puluh ribu) atau w = 2,0 meter,

dipilih mana yang lebih kecil,

minimal w = 1,0 meter

dimana:

w = lambung ganda

DWT = bobot mati (ton)

(5) Kapal tangki minyak dengan tonase kotor GT 150 (seratus lima puluh
Gross Tonnage) atau lebih wajib dilengkapi dengan stabilitas
kerusakan (damage stability).

(6) Kapal tangki minyak dengan bobot mati DWT 5000 (lima ribu) ton
atau lebih wajib melindungi tumpahan minyak akibat tubrukan atau
kandas dengan dilengkapi perhitungan rata-rata tumpahan minyak
(mean oil outflow parameter) sesuai dengan Annex I MARPOL 73/78.

(7) Kapal tangki minyak yang beroperasi dengan konstruksi dasar tunggal
(single bottom) dan/atau konstruksi lambung tunggal (single hull) yang
mengangkut muatan minyak dengan bobot mati DWT 600 (enam
ratus) ton atau lebih yang berumur 20 (dua puluh) tahun atau lebih
sejak tahun penyerahan kapal (delivery) wajib melaksanakan
penilaian kondisi kapal (Condition Assessment Scheme/CAS) pada saat
dok besar dan beroperasi tidak lebih dari tanggal 1 Juli 2026.

(8) Persyaratan pelaksanaan penilaian kondisi kapal (Condition
Assessment Scheme/CAS) sebagai berikut:

a. kapal harus berada di atas dok;

b. sebagai persiapan survei maka pemilik kapal menyampaikan
pemberitahuan kepada Direktur Jenderal paling lambat 1 (satu)
bulan sebelum kapal di atas dok; dan

c. pemilik kapal harus membuat perencanaan survei (CAS Survey
Plan).
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(9) Penilaian kondisi kapal (Condition Assessment Scheme/CAS)
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi pemenuhan
persyaratan sebagai berikut:

a. ukuran ketebalan pelat konstruksi sesuai dengan hasil
pengukuran ketebalan plat kapal (ultrasonic thickness);

b. batas maksimum lengkungan (deformasi) konstruksi;

c. kekedapan hasil las;

d. penggunaan bahan dan/atau peralatan pencegah/penghambat
laju korosi; dan

e. perhitungan kekuatan memanjang.

(10) Penilaian kondisi kapal (Condition Assessment Scheme/CAS)
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan oleh Pejabat
Pemeriksa Keselamatan Kapal atau Badan Klasifikasi yang diakui dan
ditunjuk oleh Menteri.

(11) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan penilaian kondisi kapal
(Condition Assessment Scheme/CAS), diterbitkan pernyataan
pemenuhan ketentuan (statement of compliance) oleh Direktur
Jenderal.

Pasal 8

Kapal tangki lambung tunggal (single hull) yang digunakan sebagai unit
penampungan terapung (Floating Storage Unit) maupun fasilitas produksi,
penampungan dan bongkar muat terapung (Floating Production, Storage
and Offloading Facilities) dibebaskan dari penilaian kondisi kapal
(Condition Assessment Scheme/CAS) setelah poros dan baling-baling kapal
dikunci secara permanen atau dicabut serta pelaksanaannya diawasi oleh
Direktur Jenderal.

Pasal 9

Kapal tangki lambung tunggal (single hull) yang digunakan sebagai unit
penampungan terapung (Floating Storage Unit) maupun fasilitas produksi,
penampungan dan bongkar muat terapung (Floating Production, Storage
and Offloading Facilities) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus
memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran oleh minyak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf g, huruf h, dan
huruf i serta apabila memenuhi persyaratan diterbitkan sertifikat
pencegahan pencemaran oleh minyak oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) wajib memenuhi
persyaratan konstruksi dan peralatan pencegahan pencemaran sebagai
berikut:



2014, No.111521

a. pondasi-pondasi, tangki-tangki, dan pipa-pipa yang berkaitan dengan
pemasangan peralatan pencegahan pencemaran dirancang dan
dibangun dengan konstruksi yang kuat dan menggunakan bahan
yang memadai;

b. sistem pipa balas di kapal terpisah dari sistem pipa minyak bahan
bakar, minyak muatan, dan minyak pelumas;

c. dilengkapi tangki penampungan minyak kotor (sludge tank)
berkapasitas sekurang-kurangnya yaitu:

V = 0,15 x C

dimana

V = kapasitas minimum tangki, dalam satuan m3

C = pemakaian bahan bakar minyak setiap hari, dalam satuan
ton

d. dilengkapi sambungan pembuangan standar (standard discharge
connection) untuk memudahkan penyaluran pembuangan dari sisa-
sisa bilga permesinan dan minyak dari tangki penampungan (sludge
tank) ke darat dengan ukuran standar flensa sambungan pembuangan
sesuai Contoh 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

e. dilengkapi peralatan pemisah air berminyak (Oily Water
Separator/OWS) yang dipasang di ruang mesin dengan kadar
pembuangan tidak melebihi 15 ppm dengan kapasitas minimum
sebagai berikut:

1. 0,10 m3/jam untuk kapal dengan mesin penggerak utama kurang
dari 500 PK;

2. 0,25 m3/jam untuk kapal dengan mesin penggerak utama 500 PK
atau lebih.

f. menyediakan pola penanggulangan keadaan darurat pencemaran oleh
minyak;

g. pola penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf f, paling
sedikit mencakup:

1. prosedur pelaporan;

2. langkah-langkah awal untuk mengatasi tumpahan minyak;

3. prosedur koordinasi nasional dan daerah;

4. kontak pemilik kapal dan organisasi yang memiliki kepentingan
dengan kapal antara lain agen lokal dan Protection and Idemnity (P
& I) Club Correspondents;

5. gambar rencana umum kapal (general arrangement plan) dan
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gambar susunan pipa bahan bakar kapal (fuel oil piping diagram);
dan

6. daftar kontak emergency response negara pantai.

h. menyediakan buku catatan minyak (oil record book) sebagai berikut:

1. buku catatan minyak (oil record book) bagian I ruang permesinan
bagi semua jenis kapal untuk mencatat kegiatan sebagai berikut:

a) pengisian air balas dan pembersihan tangki bahan bakar;

b) pembuangan balas kotor atau air bekas cucian dari tangki
bahan bakar;

c) pengumpulan, pemindahan, dan penanganan residu minyak;

d) pembuangan, pemindahan atau penanganan air bilga yang
telah terkumpul di dalam ruangan mesin;

e) pencatatan kondisi alat pemisah air dan minyak;

f) pembuangan minyak yang tidak disengaja atau karena
pengecualian lain; dan

g) pengisian dan pemindahan bahan bakar minyak atau minyak
pelumas dalam jumlah besar.

2. buku catatan minyak (oil record book) bagian II ruang muatan
bagi kapal tangki minyak untuk mencatat kegiatan berikut:

a) pemuatan dan pembongkaran minyak muatan;

b) pemindahan muatan minyak di dalam kapal pada saat
berlayar;

c) pengisian dan pembuangan tangki balas pada tangki muatan
dan pada tangki balas bersih;

d) pencucian tangki muatan termasuk pencucian dengan
menggunakan minyak mentah (crude oil washing);

e) pembersihan tangki-tangki muatan;

f) pembuangan air bilga ke luar kapal melalui peralatan
monitor pembuangan minyak (oil discharge monitoring);

g) penanganan sisa minyak dan campuran sisa minyak yang
tidak melalui peralatan monitor pembuangan minyak (oil
discharge monitoring);

h) pencatatan kondisi peralatan monitor pembuangan minyak
(oil discharge monitoring);

i) pembuangan minyak yang tidak disengaja atau karena
pengecualian lain; dan
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j) khusus kapal tangki minyak yang berlayar di jalur khusus
ada penambahan catatan pengisian, pemindahan, dan
pembuangan air balas ke fasilitas penampungan.

Pasal 11

(1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yang tidak
memungkinkan dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 dapat dibebaskan sebagian dari kewajibannya meliputi
pembebasan pemasangan peralatan pemisah air berminyak (Oily
Water Separator/OWS) yaitu:

a. kapal kayu yang dibangun secara tradisional;

b. kapal yang tidak memiliki kamar mesin;

c. tidak cukup ruangan di kamar mesin untuk pemasangan
peralatan pemisah air berminyak (Oily Water Separator/OWS);

d. kapal kecepatan tinggi yang hanya berlayar tidak lebih dari 24
(dua puluh empat) jam;

e. kapal-kapal sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf
c, dan huruf d harus dilengkapi pompa portable, tangki
penampungan dengan volume yang memadai, buku catatan
minyak (oil record book), serta campuran air dan minyak wajib
dibuang di fasilitas penampungan pelabuhan; dan

f. ketentuan pembebasan dapat diberikan setelah dilakukan
pemeriksaan oleh pejabat yang diberi kewenangan dari Direktur
Jenderal.

(2) Pembebasan pemasangan peralatan pengendali pembuangan minyak
(oil discharge monitoring) dan tangki endap (slop tank) berlaku
terhadap:

a. kapal yang hanya berlayar maksimum 50 (lima puluh) mil laut;

b. kapal yang hanya berlayar maksimum 72 (tujuh puluh dua) jam;
dan

c. kapal tangki minyak pengangkut aspal.

(3) Ketentuan dalam Bab II Bagian Kesatu Paragraf 1 pada Peraturan
Menteri ini tidak diberlakukan bagi kapal-kapal sebagai berikut:

a. kapal yang tidak memiliki permesinan;

b. kapal kayu tradisional; dan

c. kapal cepat bersirip (hydrofoil).
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Paragraf 2

Pencegahan Pencemaran oleh Bahan Cair Beracun dari Kapal

Pasal 12

(1) Semua kapal yang difungsikan mengangkut muatan bahan cair
beracun secara curah yang berlayar di perairan internasional wajib
memenuhi persyaratan desain, konstruksi, peralatan, dan operasional
pencegahan pencemaran sesuai ketentuan dalam Annex II MARPOL
73/78 dan ketentuan IBC/Bulk Chemical Code (BCH Code).

(2) Semua kapal yang difungsikan mengangkut muatan bahan cair
beracun secara curah yang berlayar dalam negeri wajib memenuhi
persyaratan desain, konstruksi, peralatan, dan operasional
pencegahan pencemaran sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

(3) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diterbitkan sertifikat
pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun oleh Direktur
Jenderal.

Pasal 13

Dalam hal kapal tangki pengangkut bahan cair beracun (Noxious Liquid
Substances/NLS Tanker) memuat muatan jenis minyak selain bahan cair
beracun di dalam tangki muatan, maka harus memenuhi peraturan
pencegahan pencemaran oleh minyak sebagaimana dimaksud pada
Paragraf 1.

Pasal 14

Bahan cair beracun harus dibagi menjadi 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

a. kategori X : bahan cair beracun yang jika dibuang ke laut dari
kegiatan pencucian tangki (tank cleaning) atau pembuangan balas,
dianggap dapat mengakibatkan bahaya yang besar terhadap sumber
daya laut atau kesehatan manusia, oleh karena itu dilarang untuk
dibuang ke laut;

b. kategori Y : bahan cair beracun yang jika dibuang ke laut dari
kegiatan pencucian tangki (tank cleaning) atau pembuangan balas,
dianggap dapat mengakibatkan bahaya terhadap sumber daya laut
atau kesehatan manusia atau menyebabkan kerusakan pemanfaatan
laut yang sah, oleh karena itu dibatasi atau diatur kualitas dan
kuantitas pembuangannya ke laut; dan

c. kategori Z : bahan cair beracun jika dibuang ke laut dari kegiatan
pencucian tangki (tank cleaning) atau pembuangan balas dianggap
dapat menimbulkan bahaya kecil terhadap sumber daya laut atau
kesehatan manusia, oleh karena itu kurang ketat pembatasan
kualitas dan kuantitas pembuangan ke laut.
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Pasal 15

(1) Setiap kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 2 yang
mengangkut muatan bahan cair beracun sebagaimana yang diatur
dalam Bab 17 IBC Code wajib memenuhi konstruksi tangki muatan
sebagai berikut:

a. tipe 1 adalah kapal yang mengangkut muatan beresiko tinggi
sebagaimana yang diatur dalam Bab 17 IBC Code termasuk
kategori X, Y, dan Z yang dapat menimbulkan bahaya yang
pencegahan keluarnya muatan dari kapal;

b. tipe 2 adalah kapal yang mengangkut muatan sebagaimana yang
diatur dalam Bab 17 IBC Code termasuk kategori Y dan Z yang
dapat menimbulkan bahaya yang beresiko sedang terhadap
lingkungan sehingga dipersyaratkan memenuhi langkah-langkah
pencegahan keluarnya muatan dari kapal; dan

c. tipe 3 adalah kapal yang mengangkut muatan sebagaimana yang
diatur dalam Bab 17 IBC Code yang dapat menimbulkan bahaya
yang cukup beresiko terhadap lingkungan sehingga
dipersyaratkan memenuhi langkah-langkah pencegahan
keluarnya muatan dari kapal.

(2) Persyaratan konstruksi bagi kapal-kapal yang mengangkut
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

a. tipe 1 adalah kapal yang memiliki lambung ganda pada sisi kapal
dengan ukuran maksimum = B/5 atau 11,5 meter, diambil yang
lebih kecil dan memiliki dasar ganda dengan ukuran maksimum
B/15 atau 6 meter, diambil yang lebih kecil;

dimana

B = lebar kapal

b. tipe 2 adalah kapal yang memiliki lambung ganda pada sisi kapal
dengan ukuran minimum 0.760 meter dan memiliki dasar ganda
dengan ukuran maksimum B/15 atau 6 meter, diambil yang lebih
kecil;

dimana

B = lebar kapal

c. tipe 3 tidak dipersyaratkan memiliki lambung ganda atau
dasar ganda.

Pasal 16

Setiap kapal yang mengangkut muatan bahan cair beracun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), harus dilengkapi dengan pompa dan
sistem perpipaan untuk membongkar muatan dan menjamin setiap tangki
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memiliki sisa muatan yang tersisa dalam tangki dan sistem perpipaan
hanya sebagai berikut:

a. muatan jenis kategori X dan Y tidak lebih dari 300 liter;

b. muatan jenis kategori Z tidak lebih dari 900 liter.

Pasal 17

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), wajib dilengkapi
dengan:

a. buku catatan untuk ruang muat (cargo record book) yang mencatat
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. lokasi pemuatan, tangki yang digunakan, nama muatan, dan
kategori muatan;

2. pemindahan muatan di dalam kapal saat berlayar;

3. pembongkaran muatan;

4. pencucian awal sesuai dengan prosedur penanganan dan
penataan muatan (Procedure and Arrangement/P & A Manual)
yang dimiliki kapal;

5. pencucian tangki muatan;

6. pembuangan pencucian tangki ke laut;

7. pengisian tangki balas pada tangki muatan;

8. pembuangan air balas dari tangki muatan;

9. pembuangan akibat kecelakaan atau pengecualian lainnya;

10. pengawasan oleh pemeriksa yang berwenang; dan

11. prosedur tambahan operasional dan catatan.

b. menyediakan prosedur penanganan dan penataan muatan (Procedure
and Arrangement/P & A Manual) untuk muatan kategori X, Y, dan Z
yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. data kapal (ship’s particular);

2. terdapat penjelasan perlengkapan dan penataan kapal;

3. prosedur pemuatan, pembongkaran, dan pengurasan muatan di
tangki kapal;

4. prosedur pencucian tangki kapal, pengisian tangki balas, dan
pembuangan air balas dari tangki balas;

5. prosedur peranginan (ventilation);

6. gambar secara umum kapal (general arrangement plan) dan
gambar pipa muatan (pipeline diagram).
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c. menyediakan pola penanggulangan keadaan darurat pencemaran oleh
muatan berbahaya selain minyak;

d. pola penanggulangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, paling
sedikit harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. prosedur pelaporan;

2. langkah–langkah untuk mengatasi tumpahan;

3. koordinasi nasional dan daerah;

4. kontak pemilik kapal dan organisasi yang memiliki kepentingan
dengan kapal antara lain agen lokal dan Protection and Idemnity (P
& I) Club Correspondents;

5. gambar secara umum kapal (general arrangement plan) dan
gambar susunan pipa bahan bakar kapal (fuel oil piping diagram);

6. kontak negara pantai.

Pasal 18

Pengendalian pembuangan bahan cair beracun ke laut dilaksanakan
sebagai berikut:

a. setiap kapal dilarang melakukan pembuangan bahan cair beracun ke
laut;

b. sisa bahan cair beracun harus disimpan tetap di kapal untuk
selanjutnya dibuang ke fasilitas penampungan (Reception
Facilities/RF) atau apabila harus dibuang ke laut harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

1. kapal dalam kondisi berlayar dengan kecepatan minimal 7 knot
bagi kapal yang berpenggerak sendiri atau minimal 4 knot bagi
kapal yang tidak berpenggerak sendiri;

2. pembuangan dilakukan melalui saluran di bawah garis air
dengan kapasitas yang tidak melebihi nilai batasan maksimum
pembuangan yang dirancang;

3. pembuangan dilakukan dengan jarak sekurang-kurangnya 12
(dua belas) mil dari daratan terdekat dengan kedalaman air tidak
kurang dari 25 meter;

4. pembuangan kategori X harus dilakukan pencucian awal
(prewashed) sampai dengan kadar maksimal 0,1 persen dari total
muatan;

5. pembuangan untuk kategori Y dan Z harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.
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Pasal 19

(1) Kapal-kapal yang hanya mengangkut minyak sayur (vegetable oil)
sebagaimana diatur dalam Bab 17 IBC Code harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. memenuhi persyaratan kapal tipe 3;

b. khusus untuk tangki muatan memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

1. tangki samping (wing tank) atau ruangan dengan ukuran
lebar sekurang-kurangnya 0.760 meter;

2. tangki dasar ganda atau ruangan dengan ukuran sekurang-
kurangnya B/15 atau 2.0 meter, yang mana yang lebih kecil.
Ukuran minimum 1.0 meter.

dimana:

B = lebar kapal

(2) Pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Paragraf 3

Pencegahan Pencemaran Oleh Bahan Berbahaya

Dalam Bentuk Kemasan

Pasal 20

(1) Setiap kapal yang mengangkut bahan berbahaya dalam bentuk
kemasan yang berlayar di perairan internasional harus memenuhi
persyaratan sesuai dengan Annex III MARPOL 73/78 dan ketentuan
internasional yang mengatur pengangkutan barang berbahaya di laut
(International Maritime Dangerous Goods/IMDG Code).

(2) Setiap kapal yang mengangkut bahan berbahaya dalam bentuk
kemasan yang berlayar di perairan Indonesia wajib memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Kapal yang memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan surat keterangan
pemenuhan pencegahan pencemaran barang berbahaya dalam
kemasan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 21

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) paling sedikit
memenuhi:

a. tersedianya sistem pengemasan yang memadai untuk mengurangi
bahaya terhadap lingkungan laut dengan memperhatikan kandungan
spesifiknya;
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b. kemasan/paket yang berisi bahan berbahaya harus diberi penandaan
yang jelas, tahan lama, dan diberi label yang menunjukkan bahan di
dalamnya merupakan bahan berbahaya sebagaimana yang diatur
dalam IMDG Code;

c. cara pemberian tanda dan label pada kemasan/paket yang
mengandung bahan berbahaya harus mengacu ketentuan IMDG
CODE;

d. informasi pengangkutan bahan berbahaya di kapal pendokumentasian
yang baik;

e. penempatan muatan sesuai dengan tata cara dan prosedur untuk
kapal pengangkut bahan berbahaya dalam bentuk kemasan; dan

f. pemisahan muatan berdasarkan jenis dan tingkat bahaya.

Pasal 22

(1) Barang berbahaya dalam bentuk kemasan adalah jenis barang
berbahaya yang memiliki sifat sebagai bahan pencemar sebagaimana
tercantum dalam daftar pada IMDG Code.

(2) Pelaksanaan pengawasan pemenuhan persyaratan dan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan oleh
Syahbandar pada pelabuhan setempat.

Paragraf 4

Pencegahan Pencemaran oleh Kotoran (Sewage) dari Kapal

Pasal 23

(1) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 400 (empat ratus Gross Tonnage)
atau lebih dan/atau kapal dengan tonase kotor kurang dari GT 400
(empat ratus Gross Tonnage) dengan jumlah pelayar 15 (lima belas)
orang atau lebih yang berlayar di perairan internasional wajib
memenuhi ketentuan dalam Annex IV MARPOL 73/78.

(2) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 400 (empat ratus Gross Tonnage)
atau lebih dan/atau kapal dengan tonase kotor kurang dari GT 400
(empat ratus Gross Tonnage) dengan jumlah pelayar 15 (lima belas)
orang atau lebih yang berlayar di perairan Indonesia wajib memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 100 (seratus Gross Tonnage)
sampai dengan GT 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan Gross
Tonnage) dengan jumlah pelayar kurang dari 14 (empat belas) orang
yang berlayar di perairan Indonesia dan di perairan internasional
wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(4) Kapal yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterbitkan sertifikat
pencegahan pencemaran oleh kotoran oleh Direktur Jenderal.
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Pasal 24

(1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) wajib
memenuhi salah satu persyaratan sistem pencegahan pencemaran
oleh kotoran (sewage) sebagai berikut:

a. memiliki peralatan pengolahan kotoran (sewage treatment
plan) yang dilengkapi dengan:

1. pipa saluran pembuangan dari kapal ke darat dipasang
flensa sambungan pembuangan dengan ukuran standar
sesuai Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

2. pondasi dan pipa-pipa tangki penampungan dirancang dan
dibangun dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan
dan menggunakan bahan yang memadai;

3. saluran pembuangan kotoran yang menuju langsung keluar
kapal harus dikunci dan disegel pada saat di pelabuhan dan
hanya bisa digunakan atau difungsikan dalam kondisi
darurat atau setelah memperoleh izin Direktur Jenderal.

b. memiliki peralatan sistem penghancur dan disinfektan kotoran
(sewage comminuting and disinfecting system) dengan tempat
penampung kotoran (sewage holding tank) yang telah memperoleh
izin Direktur Jenderal;

c. memiliki peralatan berupa tangki penampung kotoran (sewage
holding tank) dengan kapasitas tangki penampungan (Ct)
minimum adalah:

Ct ≥ Cr dimana Cr = A Np Da 

dimana

Ct : kapasitas tangki penampungan yang ada di kapal (m3)

Cr : kapasitas tangki penampungan yang disyaratkan (m3)

A : 0.06 (m3/orang/hari) untuk sistem pembuangan standar
(selain kapal penumpang)

A : 0.01 (m3/orang/hari) untuk sistem pembuangan standar
(khusus kapal penumpang, dengan asumsi 4 (empat) jam
pelayaran)

Np : jumlah orang yang berada di kapal

Da : lama maksimum kapal berlayar di wilayah pembuangan
kotoran yang tidak terdisinfeksi di laut yang diizinkan
(minimum 1 (satu) hari) lama maksimum kapal berlayar
dimana pembuangan kotoran yang tidak dihancurkan
atau didisinfeksi ke laut tidak diizinkan (minimum 1
(satu) hari)
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(2) Pondasi dan pipa-pipa tangki penampungan dirancang dan dibangun
dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan dan menggunakan
bahan yang memadai.

Pasal 25

Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) wajib memenuhi
persyaratan pencegahan pencemaran oleh kotoran (sewage) berupa tangki
penampung kotoran (holding tank) sebagai berikut:

a. kapasitas tangki penampungan (Ct) minimum adalah:

Ct ≥ Cr dimana Cr = A Np Da 

dimana

Ct : kapasitas tangki penampungan yang ada di kapal (m3)

Cr : kapasitas tangki penampungan yang disyaratkan (m3)

A : 0.06 (m3/orang/hari) untuk sistem pembuangan standar (selain
kapal penumpang)

A : 0.01 (m3/orang/hari) untuk sistem pembuangan standar (khusus
kapal penumpang, dengan asumsi 4 (empat) jam pelayaran)

Np : jumlah orang yang berada di kapal

Da : lama maksimum kapal berlayar di wilayah pembuangan kotoran
yang tidak terdisinfeksi di laut yang diizinkan (minimum 1 (satu)
hari) lama maksimum kapal berlayar dimana pembuangan
kotoran yang tidak dihancurkan atau didisinfeksi ke laut tidak
diizinkan (minimum 1 (satu) hari)

b. pondasi dan pipa-pipa tangki penampungan dirancang dan dibangun
dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan dan menggunakan
bahan yang memadai.

Pasal 26

Setiap kapal wajib memiliki sambungan pembuangan standar untuk
pembuangan dari kapal ke fasilitas penampungan (Reception Facilities/RF)
dengan ukuran sesuai Contoh 2 pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Persyaratan pembuangan kotoran dari kapal harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:

a. pembuangan kotoran (sewage) dari kapal setelah melalui alat
pengolah atau alat penghancur kotoran dilakukan pada jarak minimal
3 (tiga) mil dari garis pantai terdekat;
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b. pembuangan kotoran (sewage) dari kapal tanpa melalui alat pengolah
atau alat penghancur kotoran dilakukan pada jarak minimal 12 (dua
belas) mil dari garis pantai terdekat;

c. pembuangan kotoran (sewage) sebagaimana dimaksud pada huruf b
dilakukan saat kapal berjalan dengan kecepatan tidak kurang dari 4
(empat) knot;

d. kapal yang dioperasikan hanya dalam jarak kurang dari 12 (dua belas)
mil dari garis pantai terdekat yang harus dilengkapi dengan tangki
penampungan kotoran dan hanya melakukan pembuangan kotoran
(sewage) di fasilitas penampungan kotoran yang tersedia.

Paragraf 5

Pencegahan Pencemaran Oleh Sampah (Garbage) dari Kapal

Pasal 28

(1) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 100 (seratus Gross Tonnage)
atau lebih dan/atau memuat 15 (lima belas) pelayar atau lebih yang
berlayar di perairan internasional termasuk fasilitas pengeboran lepas
pantai atau anjungan lepas pantai lainnya wajib memenuhi
persyaratan perlengkapan pencegahan pencemaran oleh sampah
(garbage) sesuai ketentuan dalam Annex V MARPOL 73/78.

(2) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 100 (seratus Gross Tonnage)
atau lebih dan/atau memuat 15 (lima belas) pelayar atau lebih yang
berlayar di perairan Indonesia termasuk fasilitas pengeboran lepas
pantai atau anjungan lepas pantai lainnya wajib memenuhi
persyaratan perlengkapan pencegahan pencemaran oleh sampah
(garbage) sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini.

(3) Setiap kapal dengan tonase kotor kurang dari GT 100 (seratus Gross
Tonnage) yang berlayar di perairan Indonesia dan perairan
internasional wajib memenuhi persyaratan perlengkapan pencegahan
pencemaran oleh sampah (garbage) sesuai ketentuan Peraturan
Menteri ini.

Pasal 29

(1) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) wajib
memenuhi persyaratan konstruksi dan peralatan untuk pencegahan
pencemaran sampah sebagai berikut:

a. tempat penampungan sampah;

b. buku catatan sampah (garbage record book);

c. poster pembuangan sampah; dan

d. pola penanganan sampah (garbage management plan) yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang.
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(2) Buku catatan sampah (garbage record book) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b harus mencatat kegiatan sebagai berikut:

a. pembuangan sampah melalui fasilitas penampungan atau ke
kapal penampungan sampah;

b. pengolahan sampah melalui tungku pembakaran (incenerator);

c. pembuangan sampah ke laut;

d. pembuangan sampah selain dari persyaratan sebagaimana
dimaksud pada huruf c; dan

e. pengisian jumlah sampah yang dibuang atau diolah.

(3) Pola penanganan sampah (garbage management plan) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya harus mencakup
hal-hal sebagai berikut:

a. prosedur pembuangan sampah;

b. terdapat petugas yang ditunjuk untuk bertanggung jawab;

c. prosedur pengumpulan sampah;

d. prosedur pengolahan sampah dan prosedur pelatihan pengolahan
sampah;

e. peraturan pembuangan sampah;

f. penjelasan terhadap pengisian buku catatan sampah.

(4) Semua kapal atau fasilitas pengeboran lepas pantai atau anjungan
lepas pantai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2),
dilarang melakukan pembuangan sampah dari kapal ke laut untuk
jenis sampah sebagai berikut:

a. semua jenis plastik; dan

b. sisa pembakaran yang mengandung racun atau logam.

(5) Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) wajib
memenuhi persyaratan peralatan untuk pencegahan pencemaran oleh
sampah sebagai berikut:

a. tempat penampungan sampah; dan

b. poster pembuangan sampah.

(6) Pembuangan dan jenis sampah yang diperbolehkan dibuang ke laut,
sebagai berikut:

a. untuk jenis sampah berikut dilarang dibuang ke laut yaitu:
plastik, tali sintetis, alat tangkap, kantong sampah plastik, abu
dari tungku pembakaran (incinerator), bubuk semen hasil
pemanasan (clinker), minyak goreng, bahan kemasan pelindung
muatan (dunnage), bahan pengemasan dan pelapis, kertas, kain,
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kaca, logam, botol, peralatan keramik dari tanah liat, dan sampah
sejenis;

b. fasilitas pengeboran lepas pantai atau anjungan lepas pantai yang
terletak lebih dari 12 (dua belas) mil dari daratan terdekat dan
kapal saat posisi jarak 500 (lima ratus) meter dari fasilitas
pengeboran lepas pantai atau anjungan lepas pantai tersebut
semua jenis sampah dilarang dibuang ke laut kecuali untuk jenis
sampah yang telah dihaluskan dan digiling dilarang dibuang ke
laut pada jarak kurang dari 3 (tiga) mil dari daratan terdekat;

c. untuk jenis sampah yang telah dihaluskan dan digiling, dilarang
dibuang ke laut pada jarak kurang dari 3 (tiga) mil dari daratan
terdekat;

d. untuk jenis sampah yang tidak dihaluskan dan digiling, dilarang
dibuang ke laut pada jarak kurang dari 12 (dua belas) mil dari
daratan terdekat;

e. sisa-sisa muatan yang terisi dan tidak terkandung dalam air
cucian dilarang dibuang ke laut pada jarak kurang dari 12 (dua
belas) mil dari daratan terdekat;

f. bahan pembersih dan zat aditif yang terkandung dalam air cucian
ruang muatan diperbolehkan untuk dibuang ke laut;

g. bahan pembersih dan zat aditif di geladak kapal dan air cucian di
permukaan luar geladak kapal diperbolehkan untuk dibuang ke
laut;

h. bangkai hewan yang telah dihancurkan atau dipastikan bangkai
tersebut dapat tenggelam dengan segera.

Paragraf 6

Pencegahan Pencemaran Udara dari Kapal

Pasal 30

(1) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 400 (empat ratus Gross Tonnage)
atau lebih dan semua kapal yang memiliki mesin diesel 130 kW
(seratus tiga puluh kiloWatt) atau lebih yang berlayar di perairan
internasional wajib memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran
udara sesuai ketentuan dalam Annex VI MARPOL 73/78.

(2) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 400 (empat ratus Gross Tonnage)
atau lebih yang memiliki mesin diesel 130 kW (seratus tiga puluh
kiloWatt) atau lebih termasuk fasilitas pengeboran lepas pantai atau
anjungan lepas pantai lainnya dan yang berlayar di perairan Indonesia
wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
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(3) Setiap kapal dengan tonase kotor GT 100 (seratus Gross Tonnage)
sampai dengan GT 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan Gross
Tonnage) yang memiliki mesin diesel di bawah 130 kW (seratus tiga
puluh kiloWatt) yang berlayar di perairan Indonesia dan perairan
internasional wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(4) Kapal yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterbitkan sertifikat
pencegahan pencemaran udara dari kapal oleh Direktur Jenderal.

Pasal 31

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) mengatur
mengenai:

a. pembatasan penggunaan bahan perusak lapisan ozon (Ozon
Depleting Substances/ODS) yang terdapat di dalam sistem
pendingin dan pemadam kebakaran (jenis halon dan freon);

b. pembatasan kandungan sulfur;

c. kualitas minyak bahan bakar;

d. emisi bahan organik yang mudah menguap (Volatile Organic
Compound/VOC) untuk kapal tangki yang mengangkut minyak
mentah;

e. penggunaan incinerator di kapal;

f. mesin diesel kapal yang dipasang di kapal dengan tonase kotor
GT 400 (empat ratus Gross Tonnage) atau lebih harus tersedia
buku catatan mesin (engine record book);

g. pembatasan emisi kadar Nitrogen Oxides (NOx);

h. tersedianya pola penanganan efisiensi energi pada kapal (ship
energy efficiency management plan) yang disetujui oleh
Pemerintah; dan

i. indeks perencanaan efisiensi energi/Energy Eficiency Design Index
(EEDI).

(2) Pembatasan emisi kadar Nitrogen Oxides (NOx) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g diterapkan/diberlakukan pada mesin diesel
kapal sebagai berikut:

a. setiap mesin diesel kapal dengan keluaran tenaga 250 kW (dua
ratus lima puluh kiloWatt) atau lebih;

b. setiap mesin diesel kapal dengan keluaran tenaga 250 kW (dua
ratus lima puluh kiloWatt) atau lebih yang dilakukan
perombakan/modifikasi (major conversion).
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(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku
terhadap:

a. mesin diesel darurat;

b. peralatan mesin untuk situasi darurat;

c. mesin diesel yang dipasang pada sekoci penolong yang
digunakan hanya jika keadaan darurat;

d. mesin yang digunakan khusus untuk eksplorasi dan eksploitasi
sumber daya mineral di dasar laut.

(4) Mesin diesel kapal yang dilakukan perombakan/modifikasi (major
conversion) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

a. mesin yang diganti dengan mesin diesel kapal atau mesin
diesel tambahan;

b. mesin diesel dengan modifikasi subtansial; dan

c. mesin diesel dengan maksimum continous rating yang
meningkat lebih dari 10% (sepuluh persen) terhadap kondisi
awalnya dari sertifikasi mesin.

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) mengatur
mengenai:

a. pembatasan penggunaan bahan perusak lapisan ozon (Ozon
Depleting Substances/ODS) yang terdapat di dalam sistem
pendingin dan pemadam kebakaran (jenis halon dan freon);

b. pembatasan kandungan sulfur;

c. kualitas minyak bahan bakar; dan

d. penggunaan tungku pembakaran (incinerator) di kapal.

Pasal 32

Nilai emisi pada mesin diesel kapal harus memenuhi persyaratan sebagai
berikut:

a. untuk mesin diesel kapal yang dipasang di kapal yang mulai
dibangun/peletakan lunasnya pada atau setelah 1 Januari 2011
harus memenuhi nilai batasan sebagai berikut:

1. 17.0 g/kWh jika putaran mesin kurang dari 130 rpm;

2. 45 · n(-0.2)g/kWh jika putaran mesin 130 rpm sampai dengan
kurang dari 2000 rpm;

3. 9.8 g/kWh jika putaran mesin 2000 rpm atau lebih.

b. untuk mesin diesel kapal yang dipasang di kapal yang mulai
dibangun/peletakan lunasnya pada atau setelah 1 Januari 2016
harus memenuhi nilai batasan sebagai berikut:
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1. 14.4 g/kWh jika putaran mesin kurang dari 130 rpm;

2. 44 · n(-0.23) g/kWh jika putaran mesin 130 rpm sampai dengan
kurang dari 2000 rpm;

3. 7.7 g/kWh jika putaran mesin 2000 rpm atau lebih.

c. mesin diesel kapal yang dipasang di kapal yang dibangun pada atau
setelah 1 Januari 2016 harus memenuhi nilai batasan sebagai
berikut:

1. 3.4 g/kWh jika putaran mesin kurang dari 130 rpm;

2. 9 · n(-0.23) g/kWh jika putaran mesin 130 rpm sampai dengan
kurang dari 2000 rpm;

3. 2.0 g/kWh jika putaran mesin 2000 rpm atau lebih.

Pasal 33

(1) Bagi kapal yang memiliki peralatan tungku pembakaran (incenerator)
di atas kapal wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan tipe yang
disetujui oleh Direktur Jenderal.

(2) Tungku pembakaran (incenerator) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak boleh digunakan untuk membakar bahan sebagai berikut:

a. sisa muatan minyak atau bahan cair beracun;

b. polychlorinated biphenyls (PCBs);

c. sampah mengandung material besi;

d. hasil olahan minyak yang mengandung halogen;

e. sisa kotoran dan sisa minyak yang tidak bisa diolah di atas kapal;

f. sisa pembersihan gas buang.

(3) Kapal tangki yang mengangkut minyak mentah dengan bobot mati
DWT 10000 (sepuluh ribu) ton atau lebih wajib memiliki pola
penanganan emisi bahan organik yang mudah menguap/VOC (VOC
Management Plan) sekurang-kurangnya mencakup antara lain:

a. prosedur tertulis untuk mengurangi emisi bahan organik yang
mudah menguap/VOC pada saat pemuatan, bongkar muatan,
dan selama pelayaran;

b. mempertimbangkan adanya tambahan emisi bahan organik yang
mudah menguap/VOC yang dihasilkan dari pencucian minyak
mentah;

c. penunjukkan personil yang bertanggung jawab untuk
mengimplementasikan pola penanganan dimaksud;

d. pola penanganan ditulis dengan bahasa yang resmi dan
dimengerti oleh awak kapal.
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(4) Pola penanganan efisiensi energi pada kapal (ship energy efficiency
management plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1)
huruf h sekurang-kurangnya harus mencakup hal-hal sebagai
berikut:

a. data kapal;

b. penerapan efisiensi energi yang telah dilaksanakan di atas
kapal;

c. petunjuk pelaksanaan terbaik dalam menerapkan efisiensi
energi pada kapal.

Pasal 34

Terhadap mesin diesel kapal dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:

a. pemeriksaan sebelum sertifikasi dan saat mesin belum dipasang di
kapal jika memungkinkan;

b. pemeriksaan saat mesin telah dipasang di kapal namun kapal belum
beroperasi; dan

c. pemeriksaan tahunan dan pembaharuan kapal yang bersamaan
dengan pengukuhan sertifikat.

Pasal 35

(1) Pengaturan atau pembatasan penggunaan bahan perusak lapisan
ozon (Ozon Depleting Substances/ODS) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31 ayat (1) huruf a, antara lain:

a. tersedianya buku catatan bahan perusak lapisan ozon (ODS/Ozon
Depleting Substances record book) yang disetujui oleh Pemerintah
bagi kapal yang menggunakan bahan-bahan perusak lapisan
ozon;

b. dilarang menggunakan sistem pemadam kebakaran yang
mengandung halon;

c. dilarang menggunakan sistem pendingin yang mengandung freon
jenis CFC-11, CFC-12, CFC-113, CFC-114 atau CFC-115; dan

d. pembuangan bahan-bahan yang dapat merusak lapisan ozon
dilakukan pada fasilitas penampungan yang tersedia.

(2) Buku catatan bahan perusak lapisan ozon (ODS/Ozon Depleting
Substances record book) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sekurang-kurangnya harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. pengisian bahan perusak lapisan ozon ke dalam
sistem/peralatan;

b. perbaikan atau perawatan peralatan yang mengandung bahan
perusak lapisan ozon;
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c. pelepasan bahan perusak ozon ke udara karena disengaja atau
tidak disengaja;

d. pembongkaran bahan perusak ozon ke fasilitas penampungan;

e. penyediaan atau penyimpanan bahan perusak ozon di kapal.

Pasal 36

Kandungan sulfur dan kualitas minyak bahan bakar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b dan huruf c, harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut:

a. bahan bakar yang digunakan di atas kapal harus memiliki kualitas
bebas dari asam anorganik dan bebas dari bahan tambahan atau
kotoran bahan kimia;

b. contoh bahan bakar harus disegel dan ditandatangani oleh pemasok
dan nakhoda atau perwira yang bertanggung jawab dan disimpan di
atas kapal hingga batas waktu 3 (tiga) kali bunker dari bunker
terakhir;

c. kandungan sulfur bahan bakar yang digunakan harus tercantum
dalam dokumen pengisian bahan bakar; dan

d. kandungan sulfur pada bahan bakar harus memenuhi persyaratan
dengan nilai maksimal sebagai berikut:

1. 3,5 % m/m sebelum 1 Januari 2020;

2. 0,5 % m/m sesudah 1 Januari 2020.

Paragraf 7

Peralatan dan Latihan Penanggulangan Pencemaran di Kapal

Pasal 37

(1) Kapal wajib dilengkapi dengan peralatan dan bahan penanggulangan
awal tumpahan minyak atau bahan cair beracun yang berasal dari
kapalnya.

(2) Peralatan dan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. penampung (oil spill box), penyerap (absorbent), dan penyumbat
(scupper plug);

b. pompa penghisap minyak (diaphragma pump);

c. pengurai minyak (oil spill dispersant).

(3) Nakhoda harus melaksanakan latihan penanggulangan keadaan
darurat tumpahan minyak atau bahan cair beracun di kapal
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau bila terjadi penggantian
awak kapal yang telah melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari
jumlah anak buah kapal.
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(4) Latihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dicatat dalam
buku harian kapal.

Paragraf 8

Dana Jaminan Ganti Rugi Pencemaran

Pasal 38

(1) Pemilik, operator kapal atau penanggung jawab unit kegiatan lain di
perairan bertanggung jawab atas biaya yang diperlukan dalam
penanganan penanggulangan dan kerugian yang ditimbulkan akibat
pencemaran yang bersumber dari kapal dan/atau kegiatan lainnya
yang meliputi:

a. pencemaran oleh minyak; atau

b. pencemaran yang ditimbulkan oleh bahan lain selain minyak.

(2) Tanggung jawab pemilik, operator kapal atau penanggung jawab unit
kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang
bersumber dari minyak dan bahan cair beracun;

b. tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang
bersumber dari bahan bakar kapal;

c. tanggung jawab untuk melaksanakan tindakan pencegahan
pencemaran yang dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kapalnya;

d. tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan yang
bersumber dari muatan lainnya, serta dari kapal atau unit
kegiatan lainnya.

(3) Untuk memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), pemilik atau penanggung jawab unit kegiatan lain di perairan
wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.

Pasal 39

(1) Pemilik kapal yang mengangkut muatan minyak secara curah 2000
(dua ribu) ton atau lebih wajib mengasuransikan tanggung jawabnya
atas kerugian pihak ketiga yang disebabkan pencemaran oleh minyak
yang berasal dari muatan minyak dan kapalnya sesuai dengan
konvensi ganti rugi (civil liability convention).

(2) Pemilik kapal dengan ukuran GT 1000 (seribu Gross Tonnage) atau
lebih wajib mengasuransikan tanggung jawabnya untuk mengganti
kerugian pihak ketiga yang disebabkan oleh pencemaran minyak yang
berasal dari bahan bakar (bunker) kapalnya sesuai dengan konvensi
ganti rugi yang berasal dari bahan bakar (civil liability for bunker oil
pollution damage convention).
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(3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
dibuktikan dengan polis asuransi dari perusahaan asuransi atau
lembaga penjamin keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4) Kapal yang telah memiliki polis asuransi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat mengajukan penerbitan sertifikat dana jaminan ganti
rugi pencemaran dari muatan minyak dan sertifikat dana jaminan
ganti rugi pencemaran dari bahan bakar kepada Direktur Jenderal.

(5) Pemilik kapal yang mengangkut muatan minyak secara curah mulai
dari 150 (seratus lima puluh) ton sampai dengan di bawah 2000 (dua
ribu) ton wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas kerugian
pihak ketiga akibat pencemaran yang ditimbulkan oleh muatannya
pada perusahaan asuransi atau lembaga penjamin keuangan lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna penerbitan
sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak
(national certificate of insurance or other financial security in respect of
civil liability for oil pollution damage) oleh Direktur Jenderal.

(6) Pemilik kapal dengan ukuran GT 100 (seratus Gross Tonnage) sampai
di bawah GT 1000 (seribu Gross Tonnage) wajib mengasuransikan
tanggung jawabnya untuk mengganti kerugian pihak ketiga yang
disebabkan pencemaran oleh minyak yang berasal dari bahan bakar
(bunker) kapalnya dan dibuktikan polis asuransi atau jaminan
lembaga keuangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan guna penerbitan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi
pencemaran minyak bahan bakar (national certificate of insurance or
other financial security in respect of civil liability for bunker pollution
damage) oleh Direktur Jenderal.

(7) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup
pertanggungan atas biaya tindakan pencegahan pencemaran yang
dapat ditimbulkan akibat kecelakaan kapal serta pengangkatan
kerangka kapal.

Pasal 40

(1) Pemilik kapal yang mengoperasikan kapal untuk mengangkut bahan
cair beracun secara curah dengan muatan 150 (seratus lima puluh)
ton atau lebih wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas
kerugian pihak ketiga atas terjadinya pencemaran di perairan yang
berasal dari kapalnya.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
diasuransikan dengan dibuktikan melalui polis asuransi atau jaminan
lembaga keuangan yang sesuai dengan perundang-undangan guna
penerbitan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran
oleh bahan cair beracun (national certificate of insurance or other
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financial security in respect of civil liability for marine pollution damage
of noxious liquids substances) oleh Direktur Jenderal.

Pasal 41

Pemilik kapal dapat dibebaskan dari tuntutan ganti rugi pencemaran yang
bersumber dari kapalnya apabila pemilik kapal dapat membuktikan bahwa
pencemaran akibat tumpahan yang terjadi karena bencana alam dan/atau
perang.

Pasal 42

(1) Untuk memperoleh sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran
laut, pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal
disertai dengan persyaratan sebagai berikut:

a. surat permohonan dari perusahaan;

b. asli/copy bukti pembayaran premi asuransi;

c. asli/copy blue card atau polis asuransi;

d. copy surat ukur dan surat laut;

e. copy sertifikat pencegahan pencemaran; dan

f. copy sertifikat keselamatan.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan
sejak permohonan diterima.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan
permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan
dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat dana
jaminan ganti rugi pencemaran laut.

Bagian Kedua

Pencegahan Pencemaran Lingkungan yang Bersumber

dari Barang dan Bahan Berbahaya yang Ada di Kapal

Paragraf 1

Pengendalian Sistem Anti Teritip (Anti-Fouling System)

Pasal 43

(1) Setiap kapal dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 400 (empat
ratus Gross Tonnage) atau panjang kapal dengan ukuran 24 (dua
puluh empat) meter atau lebih yang berlayar di perairan internasional
wajib memenuhi ketentuan konvensi internasional mengenai
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pengendalian sistem anti teritip (international anti-fouling systems
convention).

(2) Setiap kapal dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 400 (empat
ratus Gross Tonnage) atau panjang kapal dengan ukuran 24 (dua
puluh empat) meter atau lebih yang berlayar di perairan Indonesia
wajib memenuhi persyaratan pengendalian sistem anti teritip (anti-
fouling systems) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini.

(3) Setiap kapal dengan ukuran tonase kotor GT 100 (seratus Gross
Tonnage) sampai dengan GT 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan
Gross Tonnage) yang berlayar di perairan Indonesia maupun perairan
internasional wajib memenuhi persyaratan pengendalian sistem anti
teritip (anti-fouling systems) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini.

(4) Kapal yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterbitkan sertifikat
sistem anti teritip (anti-fouling systems certificate) oleh Direktur
Jenderal.

Pasal 44

Persyaratan pengendalian sistem anti teritip (anti-fouling systems)
terhadap kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat
(3) meliputi:

a. bahan/zat pada cat yang digunakan untuk melapisi lambung kapal
bagian luar di bawah garis air tidak mengandung senyawa tributyltin
(TBT);

b. luasan lambung kapal yang dilapisi cat sebagaimana dimaksud pada
huruf a sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) bagian luar di
bawah garis air dihitung dari lunas (keel);

c. kandungan bahan cat anti teritip yang digunakan harus dibuktikan
dengan surat pernyataan dari pabrik/manufaktur yang meliputi
informasi sebagai berikut:

1. jenis sistem anti teritip (anti-fouling systems);

2. pernyataan penerapan cat anti teritip dari galangan; dan

3. material safety data sheet.

d. batas toleransi senyawa tributyltin (TBT) yang diberikan tidak lebih
dari 2500 (dua ribu lima ratus) miligram kandungan Tin (Sn) per
kilogram cat kering.
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Pasal 45

Pelaksanaan dan pengawasan persyaratan pengendalian sistem anti teritip
(anti-fouling systems) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44
dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.

Paragraf 2

Standar Daya Tahan Pelindung Anti Karat

(Performance Standard for Protective Coating)

Pasal 46

(1) Setiap kapal dengan ukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus Gross
Tonnage) atau lebih yang memiliki tangki balas dan bagian ruang sisi
ganda (double side skin space) pada kapal curah dengan ukuran
panjang 150 (seratus lima puluh) meter atau lebih yang berlayar di
perairan internasional wajib menerapkan standar daya tahan
pelindung anti karat (performance standard for protective coating).

(2) Setiap kapal dengan ukuran tonase kotor GT 500 (lima ratus Gross
Tonnage) atau lebih yang memiliki tangki balas dan bagian ruang sisi
ganda (double side skin space) pada kapal curah dengan ukuran
panjang 150 (seratus lima puluh) meter atau lebih yang yang berlayar
di perairan Indonesia wajib menerapkan standar daya tahan
pelindung anti karat (performance standard for protective coating)
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Setiap tangki balas pada kapal dengan ukuran tonase kotor GT 100
(seratus Gross Tonnage) sampai dengan ukuran tonase GT 499 (empat
ratus sembilan puluh sembilan Gross Tonnage) yang berlayar di
perairan Indonesia dan perairan internasional wajib menerapkan
standar daya tahan pelindung anti karat (performance standard for
protective coating) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini.

(4) Kapal yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diterbitkan pernyataan pemenuhan
standar daya tahan pelindung anti karat (statement of compliance
performance standard for protective coating) oleh Direktur Jenderal.

Pasal 47

(1) Persyaratan pernyataan pemenuhan standar daya tahan pelindung
anti karat (statement of compliance performance standard for protective
coating) terhadap kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat
(2) dan ayat (3) meliputi:

a. tata cara pengecatan pada tangki balas kapal dan/atau bagian
ruang lambung berganda (double side skin space) adalah sebagai
berikut:
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1. harus menggunakan jenis cat anti karat (coating epoxy)
dengan bahan cat yang telah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

2. wajib menyediakan tenaga ahli dalam pelaksanaan pelapisan
pelindung anti karat (coating epoxy) bersertifikasi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan; dan

3. pelaksanaan pelapisan pelindung anti karat (coating epoxy)
diawasi oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.

b. ruangan yang memenuhi ketentuan pernyataan pemenuhan
standar daya tahan pelindung anti karat (statement of compliance
performance standard for protective coating) yaitu:

1. seluruh tangki balas pada semua jenis kapal;

2. bagian ruang lambung berganda (double side skin space)
pada kapal curah;

3. seluruh ruangan kosong yang kedap (void space) pada kapal
curah dan kapal tangki minyak;

4. pipa pada ruangan dasar ganda (double bottom pipe);

5. ruang dasar berganda (double bottom) di bawah ruang
muatan pada kapal curah dan kapal tangki minyak;

6. ruang lambung berganda (double hull) pada kapal tangki
minyak;

7. ruang penyekat (cofferdam) pada kapal tangki minyak;

8. dudukan pada sekat bergelombang (corrugated bulkheads)
pada kapal curah dan kapal tangki minyak.

c. standar daya tahan pelindung anti karat (performance standard
for protective coating) yang dipasang di kapal harus dilengkapi
dengan data teknis pelapisan (Coating Techical File/CTF) di atas
kapal, paling sedikit terdiri atas:

1. surat pernyataan pemenuhan (copy statement of compliance)
dari perusahaan cat;

2. catatan pekerjaan dari galangan kapal mengenai penerapan
standar daya tahan pelindung anti karat (performance
standard for protective coating);

3. prosedur pemeriksaan dan perbaikan standar daya tahan
pelindung anti karat (performance standard for protective
coating) selama pembangunan kapal; dan
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4. catatan pengecatan oleh petugas pemeriksa pengecatan
dan/atau laporan verifikasi pemeriksaan oleh galangan kapal
dan diketahui oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.

d. setelah dilakukan pengecatan pelindung anti karat pada ruangan-
ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka
pabrik/manufaktur harus menerbitkan dokumen pengecatan
(technical data sheet).

(2) Pelaksanaan dan pengawasan pengecatan standar daya tahan
pelindung anti karat (performance standard for protective coating)
dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.

Paragraf 3

Manajemen Air Balas

Pasal 48

(1) Setiap kapal dengan ukuran tonase kotor GT 400 (empat ratus Gross
Tonnage) atau lebih yang membawa air balas dan berlayar di perairan
internasional wajib memenuhi ketentuan konvensi manajemen air
balas (ballast water management convention).

(2) Setiap kapal yang membawa air balas dengan kapasitas 1500 m3 atau
lebih yang berlayar di perairan Indonesia wajib memenuhi ketentuan
manajemen air balas dalam Peraturan Menteri ini.

(3) Kapal yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diterbitkan sertifikat manajemen air balas oleh
Direktur Jenderal.

Pasal 49

Ketentuan manajemen air balas terhadap kapal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 48 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. dilengkapi buku catatan air balas (ballast water record book) dan buku
rencana pengelolaan air balas (ballast water management plan) yang
disahkan oleh pejabat yang berwenang dan dilaporkan untuk
diketahui Syahbandar pada pelabuhan setempat;

b. menerapkan pengelolaan air balas untuk kapal yang memiliki
kapasitas air balas 1500 m3 hingga 5000 m3 dimana pertukaran air
balas hingga 95% (sembilan puluh lima persen) volume balas dengan
jarak minimal 25 (dua puluh lima) mil dari daratan terdekat;

c. apabila huruf b tidak dilakukan maka pembuangan air balas harus
melalui alat pengolah air balas;

d. air balas yang dibuang sebagaimana dimaksud pada huruf c harus
memperhatikan ketentuan dalam pembuangan balas yaitu kurang
dari 10 viable organisme/m3 yang memiliki ukuran lebih besar atau
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sama dengan 50 µM dan kurang dari 10 viable organisme/mililiter
dengan ukuran antara 10 µM sampai dengan kurang dari 50 µM, di
samping persyaratan tersebut harus memenuhi ketentuan
pembuangan dari indikator mikroba, sesuai standar kesehatan
manusia adalah:

1. toxicogenic vibrio cholerae (O1 dan O139) dengan kurang dari 1
(satu) unit pembentuk koloni (cfu) per 100 mililiter atau kurang
dari 1 cfu per gram (berat basah) sampel zooplankton;

2. escherichia coli kurang dari 250 cfu per 100 mililiter; dan

3. intestinal enterococci kurang dari 100 cfu per 100 mililiter.

e. kapal dengan kapasitas air balas 5000 m3 atau lebih wajib dilengkapi
peralatan pengolahan air balas yang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf d;

f. peralatan sistem manajemen air balas yang terpasang sesuai dengan
huruf c dan huruf e harus disetujui oleh Pemerintah dengan
memperhatikan panduan yang dikembangkan oleh organisasi maritim
internasional (International Maritime Organization/IMO).

Pasal 50

(1) Kapal-kapal yang dibebaskan dalam persyaratan sistem manajemen
air balas meliputi:

a. kapal yang hanya beroperasi di area pelabuhan dan/atau hanya
berlayar tidak lebih dari 50 (lima puluh) mil; dan

b. kapal yang digunakan sebagai unit penampungan terapung yang
tidak berpindah.

(2) Pemberlakuan ketentuan manajemen air balas diatur lebih lanjut
dengan keputusan Direktur Jenderal.

Paragraf 4

Penutuhan Kapal (Ship Recycling)

Pasal 51

(1) Kapal dengan tonase kotor 500 GT (lima ratus Gross Tonnage) atau
lebih yang berlayar di perairan internasional dan fasilitas penutuhan
kapal (ship recycling facilities) wajib memenuhi ketentuan
internasional mengenai penutuhan kapal (international ship recycling
regulation).

(2) Kapal dengan tonase kotor GT 100 (seratus Gross Tonnage) atau lebih
yang berlayar di perairan Indonesia dan fasilitas penutuhan kapal
(ship recycling facilities) yang melakukan pekerjaan penutuhan kapal
di perairan Indonesia wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini.



2014, No.1115 48

(3) Kapal dan fasilitas penutuhan kapal (ship recycling facilities) yang
telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diterbitkan sertifikat penutuhan kapal dan otorisasi terhadap
fasilitas penutuhan kapal oleh Direktur Jenderal.

Pasal 52

Penutuhan kapal (ship recycling) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
ayat (2) meliputi:

a. kapal tidak diperbolehkan menggunakan material berpotensi bahaya
terhadap kesehatan dan lingkungan antara lain asbes, polychlorinated
biphenyls (PCB), zat/bahan perusak ozon, dan anti teritip (anti-fouling)
untuk digunakan di kapal;

b. kapal yang akan dilakukan penutuhan harus memiliki daftar
inventaris material berbahaya (inventory of hazardous materials);

c. daftar inventaris material berbahaya (inventory of hazardous materials)
sebagaimana dimaksud pada huruf b berisi informasi jumlah, volume,
dan lokasi terhadap barang berbahaya yang dilarang atau dibatasi
dan berpotensi berbahaya yang digunakan di kapal yaitu:

1. struktur dan perlengkapan kapal (ship structure and equipment)
yang sekurang-kurang terdiri atas cat, pelapis, panel dinding,
perlengkapan di geladak instalasi permesinan, dan listrik serta
perpipaan;

2. limbah operasional kapal (ship generated waste) yang sekurang-
kurangnya terdiri dari sampah, air bilga, ruang muatan, sisa
minyak kotor, dan air balas;

3. perbekalan kapal (ship store) yang sekurang-kurangnya terdiri
atas bahan bakar minyak, CO2 room, pelumas, dan gas.

d. daftar inventaris material berbahaya (inventory of hazardous materials)
disiapkan oleh pemilik kapal atau fasilitas penutuhan kapal (ship
recycling facilities) untuk diverifikasi oleh pejabat pemeriksa
keselamatan kapal sebelum kapal dilakukan penutuhan;

e. kapal sebelum dimulai pekerjaan penutuhan di lokasi fasilitas
penutuhan kapal (ship recycling facilities), maka harus dilakukan
persiapan sebagai berikut:

1. meminimalkan jumlah sisa-sisa muatan, minyak bahan bakar
dan pelumas, bahan-bahan kimia dan limbah yang ada di atas
kapal;

2. tangki muatan dan ruang pompa muatan pada kapal tangki
minyak harus dalam kondisi aman untuk dimasuki (safe for
entry) dan aman untuk pekerjaan panas (safe for hot work);
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3. menyediakan semua informasi kepada fasilitas penutuhan kapal
(ship recycling facilities) untuk merancang rencana penutuhan
kapal termasuk daftar inventaris material berbahaya (inventory of
hazardous materials) yang ada di kapal;

4. jika fasilitas penutuhan kapal (ship recycling facilities) tidak
memiliki peralatan pengelolaan limbah dan/atau sampah maka
limbah dan/atau sampah yang ada di atas kapal harus dibuang
pada pelabuhan terakhir sebelum diserahkan ke fasilitas
penutuhan kapal (ship recycling facilities);

5. memastikan bahwa cairan yang potensial berbahaya dari kapal
sudah dikeringkan di fasilitas penutuhan kapal (ship recycling
facilities);

6. memastikan bahwa air balas kapal telah dikelola sesuai dengan
aturan nasional maupun internasional.

f. kapal telah diperiksa sebelum pekerjaan penutuhan kapal (ship
recycling) dimulai, yang meliputi pemeriksaan daftar inventaris
material berbahaya (inventory of hazardous materials), rencana
penutuhan kapal (ship recycling plan), dan persyaratan dokumen
otorisasi pelaksanaan pada fasilitas penutuhan kapal (ship recycling
facilities) dan diterbitkan sertifikat kesiapan penutuhan kapal
(certificate ready for ship recycling).

Pasal 53

Fasilitas penutuhan kapal (ship recycling facilities) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 51 ayat (2) meliputi:

a. sebelum pekerjaan penutuhan kapal dilakukan, fasilitas penutuhan
kapal (ship recycling facilities) harus membuat rencana penutuhan
kapal (ship recycling plan) yang paling sedikit memuat:

1. informasi dari data kepemilikan kapal yang dibuat dalam bahasa
Indonesia atau bahasa Inggris;

2. informasi untuk masuk di dalam ruang yang berbahaya, panas
serta bagaimana jenis dan jumlah dari bahan berbahaya
termasuk yang diidentifikasikan ke dalam daftar inventaris
material berbahaya (inventory of hazardous materials) yang akan
dikerjakan;

3. potensi bahaya pada keselamatan pekerja yang mungkin timbul
selama proses penutuhan kapal (ship recycling);

4. tempat fasilitas penutuhan kapal (ship recycling facilities).

b. penutuhan kapal (ship recycling) hanya dapat dilakukan di fasilitas
penutuhan kapal (ship recycling facilities) yang telah mendapatkan
otorisasi dari Direktur Jenderal;
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c. untuk mendapatkan otorisasi melaksanakan penutuhan kapal
(authorization to conduct ship recycling), fasilitas penutuhan kapal
(ship recycling facilities) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. telah membuat rencana fasilitas penutuhan kapal (Ship Recycling
Facility Plan/SRFP) yang meliputi:

a) kebijakan keselamatan dan kesehatan pekerja, serta
perlindungan lingkungan termasuk usaha untuk
meminimalisir dampak bagi kesehatan dan lingkungan yang
disebabkan oleh pekerjaan penutuhan kapal (ship recycling);

b) maksud dan tujuan serta standar dan prosedur yang
digunakan dalam pekerjaan penutuhan kapal (ship recycling);

c) tugas dan tanggung jawab personil/pekerja dalam pekerjaan
penutuhan kapal (ship recycling);

d) program pelatihan di bidang fasilitas penutuhan kapal (ship
recycling facilities) untuk pekerja/personil;

e) rencana tanggap dan kesiapan dalam keadaan darurat;

f) sistem pengawasan dan pencatatan progres pekerjaan
penutuhan kapal (ship recycling);

g) sistem pelaporan apabila terjadi kecelakaan kerja dan
gangguan kesehatan pekerja serta kerusakan lingkungan
sekitar.

2. memiliki prosedur untuk mencegah terjadinya kebakaran,
ledakan, dan memastikan ruang-ruang di kapal aman untuk
dimasuki dan aman untuk pekerjaan panas;

3. memiliki perlengkapan perlindungan diri (personal protective
equipments) antara lain helm keselamatan, pelindung muka dan
mata, sepatu keselamatan, sarung tangan, pelindung pernapasan,
penutup telinga, pelindung dari radiasi, sabuk keselamatan, dan
pakaian kerja yang sesuai;

4. telah menetapkan sistem manajemen, prosedur, pedoman, dan
teknik yang tidak menimbulkan resiko kesehatan dan
keselamatan bagi pekerja serta mencegah terjadinya pencemaran,
dan mengurangi atau meminimalisir dampak lingkungan yang
disebabkan oleh penutuhan kapal (ship recycling);

5. memiliki tempat penampungan terhadap sisa-sisa limbah dan
pemisahaan dari bahan penutuhan pada kapal yang akan
ditutuh;

6. telah memenuhi pemeriksaan lokasi (site inspection) yang terarah
pada keselamatan pekerja, perlindungan pekerja, dan lingkungan,
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penanganan semua sisa dan bahan berbahaya dari penutuhan
kapal (ship recycling);

7. telah memenuhi verifikasi dokumen dan pemeriksaan lokasi (site
inspection) penutuhan kapal (ship recycling) oleh pejabat
pemeriksa keselamatan kapal.

Pasal 54

Pelaksanaan pengawasan dan persyaratan penutuhan kapal (ship
recycling) dan fasilitas penutuhan kapal (ship recycling facilities)
dilaksanakan oleh pejabat pemeriksa keselamatan kapal.

Pasal 55

Fasilitas penutuhan kapal (ship recycling facilities) harus menyampaikan
pernyataan pemenuhan pekerjaan penutuhan kapal (ship recycling) telah
selesai dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 56

Pemberlakuan ketentuan penutuhan kapal (ship recycling) diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Penerbitan

Sertifikat Pencegahan Pencemaran dari Pengoperasian Kapal

dan Pencegahan Pencemaran yang Bersumber dari Barang

dan Bahan Berbahaya yang Ada di Kapal

Pasal 57

Untuk memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran dari
pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran yang bersumber dari
barang dan bahan berbahaya yang ada di kapal dilakukan pemeriksaan,
pengujian, dan penerbitan sertifikat pencegahan pencemaran.

Pasal 58

(1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terdiri atas:

a. pemeriksaan pertama (initial survey);

b. pemeriksaan tahunan (annual survey);

c. pemeriksaan antara (intermediate survey);

d. pemeriksaan pembaharuan (renewal survey);

e. pemeriksaan tambahan (additional survey); dan

f. pemeriksaan akhir (final survey) khusus untuk ketentuan
penutuhan kapal (ship recycling) yang merupakan pemeriksaan
pada kapal setelah tidak beroperasi lagi dan kapal mulai dalam
proses penutuhan yang meliputi:
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1. pemeriksaan terhadap penemuan (inventory) material
berbahaya;

2. pemeriksaan terhadap perencanaan penutuhan kapal (ship
recycling plan);

3. tempat dan fasilitas penutuhan kapal (ship recycling
facilities).

(2) Pemeriksaan pertama (initial survey) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, dilakukan pertama kali untuk:

a. kapal yang baru dibangun;

b. kapal yang baru berganti bendera menjadi bendera Indonesia;
atau

c. kapal yang bukan bangunan baru (kapal lama) yang
dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan ini
dan diterapkan pada jadwal dok besar kapal.

(3) Pemeriksaan pertama (initial survey) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan peraturan yang
meliputi:

a. pemeriksaan pengujian dan pengamatan secara keseluruhan
terhadap struktur, konstruksi lambung, pondasi dan
perlengkapan/peralatan serta fungsinya, permesinan utama dan
bantu, sistem dan perpipaan, penempatan, pemasangan,
perencanaan dan bahan serta pengambilan data dan kelengkapan
dokumen-dokumen sesuai jenis ketentuan yang akan diterapkan;

b. khusus untuk ketentuan pencegahan pencemaran udara dari
emisi mesin kapal, pemeriksaan meliputi:

1. pemeriksaan sebelum sertifikasi (pre-certification survey)
yaitu pemeriksaan saat mesin belum dipasang di kapal untuk
memastikan bahwa mesin didesain dan dibangun/dibuat
memenuhi persyaratan batasan emisi Nitrogen Oxides (NOx)
dalam Annex VI MARPOL 73/78 yang meliputi pengujian
bantalan mesin dan pengukuran emisi Nitrogen Oxides (NOx);

2. pemeriksaan pertama (initial survey) yaitu pemeriksaan saat
mesin telah dipasang di kapal untuk memastikan bahwa
mesin tersebut termasuk modifikasi dan pengaturan saat
mesin belum dipasang;

3. apabila mesin kapal mengalami perombakan besar (major
conversion), maka pemeriksaan pertama (initial survey) akan
diberlakukan terhadap mesin kapal tersebut.
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c. khusus untuk ketentuan efisiensi energi kapal, pemeriksaan
meliputi:

1. pemeriksaan dilakukan saat kapal belum beroperasi dengan
melakukan verifikasi indeks desain efisiensi energi (Energy
Efficiency Design Index/EEDI) dan perencanaan manajemen
efisiensi energi di kapal (Ship Energy Efficiency Management
Plan/SEEMP);

2. untuk kapal yang bukan bangunan baru, pemeriksaan
dilakukan dengan verifikasi persyaratan (Ship Energy
Efficiency Management Plan/SEEMP) pada jadwal dok besar
(special survey) berikutnya.

(4) Pemeriksaan pertama (initial survey) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan sebagai
berikut:

a. pencegahan pencemaran oleh minyak;

b. pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun;

c. pencegahan pencemaran barang berbahaya dalam kemasan;

d. pencegahan pencemaran oleh kotoran;

e. pencegahan pencemaran oleh sampah;

f. pencegahan pencemaran udara;

g. pencegahan pencemaran udara dari emisi mesin;

h. penilaian kondisi kapal (Condition Assessment Scheme/CAS);

i. sistem anti teritip (anti-fouling systems);

j. manajemen air balas;

k. standar daya tahan pelindung anti karat;

l. penutuhan kapal (ship recycling).

Pasal 59

(1) Pemeriksaan tahunan (annual survey) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 58 ayat (1) huruf b, merupakan pemeriksaan yang dilakukan
setiap tahun pada masa berlaku sertifikat kapal, dengan jangka
waktu antara pemeriksaan 3 (tiga) bulan sebelum dan 3 (tiga) bulan
sesudah dari tanggal ulang tahun pada sertifikat kapal.

(2) Pemeriksaan tahunan (annual survey) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa persyaratan sesuai
ketentuan masih diterapkan dengan cara melakukan pengujian dan
pengamatan secara keseluruhan terhadap struktur, fungsi, kondisi,
sistem, pemasangan, penempatan, dan perencanaan serta bahan
sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.



2014, No.1115 54

(3) Pemeriksaan tahunan (annual survey) dilakukan terhadap pemenuhan
ketentuan sebagai berikut:

a. pencegahan pencemaran oleh minyak;

b. pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun;

c. pencemaran udara;

d. sistem anti teritip/anti-fouling systems (jika terjadi
perubahan/pemindahan); dan

e. manajemen air balas.

Pasal 60

(1) Pemeriksaan antara (intermediate survey) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, merupakan pemeriksaan yang
dilakukan pada pertengahan tahun kedua dan tahun ketiga sejak
tanggal pemeriksaan.

(2) Pemeriksaan antara (intermediate survey) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara pengujian dan
pemeriksaan secara keseluruhan terhadap struktur, fungsi, kondisi,
penempatan, pemasangan, bahan, dan sistem
peralatan/perlengkapan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri
ini.

(3) Pemeriksaan antara (intermediate survey) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan sebagai
berikut:

a. pencegahan pencemaran oleh minyak;

b. pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun;

c. pencemaran udara; dan

d. manajemen air balas.

Pasal 61

(1) Pemeriksaan pembaharuan (renewal survey) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d, merupakan pemeriksaan yang
dilakukan dalam rangka pembaharuan sertifikat sebelum berakhir
masa berlakunya.

(2) Masa berlaku sertifikat pembaharuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut:

a. jika pemeriksaan pembaharuan (renewal survey) selesai
dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum atau 3 (tiga) bulan setelah
habis masa berlakunya sertifikat yang lama, maka sertifikat yang
baru berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal
berakhirnya sertifikat lama; dan
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b. jika pemeriksaan pembaharuan (renewal survey) selesai
dilaksanakan sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal
habis masa berlaku sertifikat yang lama, maka sertifikat yang
baru berlaku tidak lebih dari 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal
selesainya pemeriksaan.

(3) Pemeriksaan pembaharuan (renewal survey) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

a. pengambilan data peralatan, perlengkapan, dan/atau dokumen-
dokumen sesuai jenis ketentuan yang akan diterapkan;

b. pengujian dan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap
struktur, fungsi, kondisi, penempatan, pemasangan, bahan dan
sistem peralatan atau perlengkapan sesuai jenis ketentuan yang
akan diterapkan.

(4) Pemeriksaan pembaharuan (renewal survey) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan sebagai
berikut:

a. pencegahan pencemaran oleh minyak;

b. pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun;

c. pencegahan pencemaran barang berbahaya dalam kemasan;

d. pencegahan pencemaran oleh kotoran;

e. pencegahan pencemaran oleh sampah;

f. pencegahan pencemaran udara;

g. penilaian kondisi kapal (Condition Assessment Scheme/CAS);

h. sistem anti teritip (anti-fouling systems);

i. manajemen air balas;

j. standar daya tahan pelindung anti karat;

k. penutuhan kapal (ship recycling).

Pasal 62

(1) Pemeriksaan tambahan (additional survey) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1) huruf e, merupakan pemeriksaan dan
pengujian yang dilakukan karena adanya kejadian atau hal-hal lain
seperti perbaikan, perubahan sistem, pergantian peralatan atau
perlengkapan dan adanya perombakan di kapal yang mengakibatkan
perubahan struktur, konstruksi dan bangunan, perlengkapan dan
permesinan di kapal.

(2) Pemeriksaan tambahan (additional survey) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara pengambilan data
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peralatan dan melakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa
perbaikan atau perubahan atau pergantian peralatan/perlengkapan
dan pengujian telah dilakukan secara efektif serta kelengkapan
dokumen yang sesuai sehingga menghasilkan kondisi yang
sebagaimana mestinya dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini.

(3) Pemeriksaan tambahan (additional survey) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap pemenuhan ketentuan sebagai
berikut:

a. pencegahan pencemaran oleh minyak;

b. pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun;

c. pencegahan pencemaran oleh kotoran;

d. pencegahan pencemaran udara;

e. manajemen air balas;

f. penutuhan kapal (ship recycling).

Pasal 63

(1) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
internasional pencegahan pencemaran oleh minyak, pemilik/operator
kapal mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan
melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak;

d. copy sertifikat keselamatan;

e. data instalasi peralatan pencegahan pencemaran oleh minyak;
dan

f. laporan pemeriksaan pencegahan pencemaran oleh minyak.

(2) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
internasional pencegahan pencemaran oleh bahan cair beracun,
pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak;

d. data muatan bahan cair beracun; dan

e. laporan pemeriksaan pencegahan pencemaran oleh bahan cair
beracun.
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(3) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan surat keterangan
pemenuhan terhadap ketentuan pencegahan pencemaran oleh barang
berbahaya dalam kemasan, pemilik/operator kapal mengajukan
permohonan kepada Syahbandar pada pelabuhan setempat dengan
melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy sertifikat keselamatan;

d. rencana pemuatan barang berbahaya dalam kemasan di atas
kapal;

e. copy daftar muatan (cargo manifest); dan

f. dokumen pemeriksaan oleh pejabat pemeriksa keselamatan
kapal.

(4) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
internasional pencegahan pencemaran oleh kotoran dari kapal,
pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy sertifikat pencegahan pencemaran oleh kotoran;

d. copy sertifikat keselamatan;

e. data instalasi peralatan pencegahan pencemaran oleh kotoran;
dan

f. laporan pemeriksaan pencegahan pencemaran oleh kotoran.

(5) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
internasional pencegahan pencemaran udara dari kapal,
pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy sertifikat pencegahan pencemaran udara;

d. copy sertifikat keselamatan;

e. data instalasi peralatan pencegahan pencemaran udara; dan

f. laporan pemeriksaan pencegahan pencemaran udara.

(6) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
internasional pencegahan pencemaran udara dari mesin kapal,
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pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. copy surat ukur kapal;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy sertifikat pencegahan pencemaran udara dari kapal;

d. copy sertifikat klas untuk mesin;

e. data mesin induk dan mesin bantu; dan

f. dokumen manual teknis mesin (manual engine technical file).

(7) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
internasional efisiensi energi kapal, pemilik/operator kapal
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan
melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy sertifikat keselamatan;

d. copy sertifikat pencegahan pencemaran udara dari kapal;

e. data mesin induk dan mesin bantu;

f. sertifikat klas untuk mesin;

g. kapasitas dan jenis bahan bakar yang digunakan kapal;

h. rute dan lama pelayaran; dan

i. perencanaan manajemen efisiensi energi di kapal (Ship Energy
Efficiency Management Plan/SEEMP).

(8) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
nasional pencegahan pencemaran dari kapal, pemilik/operator kapal
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan
melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy sertifikat keselamatan;

d. copy sertifikat pencegahan pencemaran di laut;

e. data instalasi peralatan pencegahan pencemaran oleh minyak;

f. data muatan bahan cair beracun;

g. daftar muatan berbahaya dalam kemasan;

h. data instalasi peralatan pencegahan pencemaran oleh kotoran;
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i. data jumlah orang di atas kapal;

j. data tempat penampung sampah;

k. data mesin induk dan mesin bantu;

l. copy sertifikat klas untuk mesin; dan

m. laporan pemeriksaan pencegahan pencemaran.

(9) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan pernyataan
pemenuhan ketentuan (statement of compliance) dari penilaian kondisi
kapal (Condition Assessment Scheme/CAS), pemilik/operator kapal
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan
melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy sertifikat keselamatan;

d. copy sertifikat pencegahan pencemaran oleh minyak dan/atau
bahan cair beracun;

e. rencana survei penilaian kondisi (Condition Assessment
Scheme/CAS survey plan);

f. copy gambar rencana garis, gambar rencana umum, copy gambar
bukaan kulit, copy gambar profil konstruksi, dan copy gambar
rencana kapasitas tangki (tank plan capacity);

g. laporan dok (dock report);

h. laporan pengukuran ketebalan plat (ultrasonic thickness); dan

i. hasil perhitungan kekuatan memanjang (longitudinal strength).

(10) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
internasional sistem anti teritip (international anti-fouling system
certificate), pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai
berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. gambar bukaan kulit lambung kapal (shell expansion); dan

d. data nama pabrik dan jenis cat (coating).

(11) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
nasional sistem anti teritip (national anti-fouling system certificate),
pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
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a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. gambar bukaan kulit lambung kapal (shell expansion); dan

d. data nama pabrik dan jenis cat (coating);

e. rencana survei pengecatan tangki (coating tank survey plan).

(12) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan pernyataan
pemenuhan standar daya tahan pelindung anti karat (statement of
compliance performance standard for protective coating),
pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy gambar bukaan kulit;

d. gambar rencana profil tangki kapal (tank plan);

e. data nama pabrik dan jenis cat (coating);

f. data teknis pelapisan (Coating Technical File/CTF); dan

g. rencana survei pengecatan tangki (coating tank survey plan).

(13) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
internasional manajemen air balas (international ballast water
management certificate), pemilik/operator kapal mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen
persyaratan sebagai berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy sertifikat internasional pencegahan pencemaran;

d. buku catatan air balas (ballast water record book);

e. rencana manajemen air balas (ballast water management plan);

f. copy rencana pola trayek kapal; dan

g. laporan pemeriksaan sistem manajemen air balas di atas kapal.

(14) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
nasional manajemen air balas (national ballast water management
certificate), pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal dengan melampirkan persyaratan dokumen
persyaratan sebagai berikut:

a. copy surat ukur;
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b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy sertifikat nasional pencegahan pencemaran;

d. buku catatan air balas (ballast water record book);

e. copy rencana pengoperasian kapal; dan

f. laporan pemeriksaan sistem manajemen air balas di atas kapal.

(15) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
internasional inventaris material berbahaya (international certificate on
inventory of hazardous material), pemilik/operator kapal mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen
persyaratan sebagai berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy grosse akta;

d. copy sertifikat keselamatan;

e. copy sertifikat pencegahan pencemaran;

f. daftar inventaris perlengkapan di geladak dan permesinan; dan

g. dokumen daftar material berbahaya di kapal.

(16) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
nasional inventaris material berbahaya (national certificate on
inventory of hazardous material), pemilik/operator kapal mengajukan
permohonan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen
persyaratan sebagai berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy grosse akta;

d. copy sertifikat keselamatan;

e. copy sertifikat pencegahan pencemaran;

f. daftar inventaris perlengkapan di geladak dan permesinan; dan

g. dokumen daftar material berbahaya di kapal.

(17) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan dokumen
otorisasi untuk melaksanakan penutuhan kapal (document of
authorization to conduct ship recycling) yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal, fasilitas penutuhan kapal (ship recycling facilities)
mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan
melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:

a. copy akta pendirian perusahaan;
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b. copy izin domisili perusahaan;

c. dokumen rencana penutuhan kapal (ship recycling plan); dan

d. dokumen rencana fasilitas penutuhan kapal (ship facilities
recycling plan).

(18) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
internasional kesiapan penutuhan kapal (international ready for ship
recycling certificate), pemilik/operator kapal mengajukan permohonan
kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan
sebagai berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy grosse akta;

d. copy sertifikat keselamatan;

e. copy sertifikat pencegahan pencemaran;

f. copy sertifikat klas;

g. copy sertifikat garis muat;

h. copy sertifikat manajemen keselamatan dan dokumen
pemenuhan;

i. copy sertifikat penghapusan (deletion certificate);

j. daftar inventaris perlengkapan di geladak dan permesinan;

k. dokumen daftar material berbahaya di kapal;

l. copy sertifikat inventaris material berbahaya; dan

m. dokumen rencana penutuhan kapal (ship recycling plan).

(19) Untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penerbitan sertifikat
nasional kesiapan penutuhan kapal (national ready for ship recycling
certificate), pemilik/operator kapal mengajukan permohonan kepada
Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai
berikut:

a. copy surat ukur;

b. copy surat tanda kebangsaan kapal;

c. copy grosse akta;

d. copy sertifikat keselamatan;

e. copy sertifikat pencegahan pencemaran;

f. copy sertifikat klas;

g. copy sertifikat garis muat;
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h. copy sertifikat manajemen keselamatan dan dokumen
pemenuhan;

i. copy sertifikat penghapusan (deletion certificate);

j. daftar inventaris perlengkapan di geladak dan permesinan;

k. dokumen daftar material berbahaya di kapal;

l. copy sertifikat inventaris material berbahaya; dan

m. dokumen rencana penutuhan kapal (ship recycling plan).

Pasal 64

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63,
Direktur Jenderal menunjuk pejabat pemeriksa keselamatan kapal
untuk melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dan
pemeriksaan fisik kapal.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Direktur
Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk
melengkapi persyaratan dan dapat diajukan kembali setelah
persyaratan dilengkapi.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan sertifikat,
pernyataan pemenuhan ketentuan (statement of compliance) atau
surat persetujuan.

(4) Untuk permohonan penerbitan surat keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), dilakukan penelitian/evaluasi dan
penerbitan surat keterangan oleh Syahbandar.

(5) Sertifikat, pernyataan pemenuhan ketentuan (statement of
compliance), surat persetujuan, atau surat keterangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas:

a. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh minyak
(international oil pollution prevention certificate) sesuai format
Contoh 3 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

b. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh bahan cair
beracun secara curah (international pollution prevention certificate
for the carriage of noxious liquid substances in bulk) sesuai format
Contoh 4 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12;
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c. surat keterangan pemenuhan pencegahan pencemaran oleh
bahan berbahaya dalam bentuk kemasan (letter of compliance for
prevention of pollution by harmful substances carried by sea in
packaged form) sesuai format Contoh 5 pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;

d. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh kotoran
(international sewage pollution prevention certificate) sesuai format
Contoh 6 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

e. sertifikat internasional pencegahan pencemaran oleh udara
(international air pollution prevention certificate) sesuai format
Contoh 7 dan sertifikat internasional pencegahan pencemaran
udara dari mesin (Engine International Air Pollution Prevention
Certificate/EIAPPC) sesuai format Contoh 8, sertifikat
internasional efisiensi energi (International Energy Efficiency
Certificate/IEEC) dari kapal sesuai format Contoh 9 pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

f. sertifikat nasional pencegahan pencemaran dari kapal (national
pollution prevention certificate) sesuai format Contoh 10 pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 23 ayat (2)
dan ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 30 ayat (2)
dan ayat (3);

g. sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak (certificate
of insurance or other financial security in respect of civil liability for
oil pollution damage) sesuai format Contoh 11 pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1);

h. sertifikat dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan
bakar (certificate of insurance or other financial security in respect
of civil liability for bunker oil pollution damage) sesuai format
Contoh 12 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2);

i. sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak
(national certificate of insurance or other financial security in
respect of civil liability for oil pollution damage) sesuai format
Contoh 13 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5);
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j. sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak
bahan bakar (national certificate of insurance or other financial
security in respect of civil liability for bunker pollution damage)
sesuai format Contoh 14 pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (6);

k. sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran oleh
bahan cair beracun (national certificate of insurance or other
financial security in respect of civil liability for marine pollution
damage of noxious liquids substances) sesuai format Contoh 15
pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 ayat (2);

l. sertifikat sistem anti teritip (anti-fouling system certificate),
catatan sistem anti teritip (record of anti-fouling systems), dan
pengukuhan untuk catatan sistem anti teritip (endorsement of the
record of anti-fouling system) sesuai format Contoh 16 pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 43 ayat (1);

m. sertifikat nasional sistem anti teritip (national anti-fouling system
certificate), catatan nasional sistem anti teritip (record of national
anti-fouling systems), dan pengukuhan untuk catatan nasional
sistem anti teritip (endorsement of the record of national anti-
fouling system) sesuai format Contoh 17 pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan
ayat (3);

n. pernyataan pemenuhan standar daya tahan pelindung anti karat
(statement of compliance performance standard for protective
coating) dan catatan pernyataan pemenuhan standar daya tahan
pelindung anti karat (record of statement of compliance
performance standard for protective coating), sesuai format Contoh
18 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3);

o. sertifikat internasional manajemen air balas (international ballast
water management certificate) sesuai format Contoh 19 pada
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (1);
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p. sertifikat nasional manajemen air balas (national ballast water
management certificate) sesuai format Contoh 20 pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2);

q. sertifikat internasional inventaris material berbahaya
(international certificate on inventory of hazardous materials)
sesuai format Contoh 21 pada Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);

r. sertifikat nasional inventaris material berbahaya (national
certificate on inventory of hazardous materials) sesuai format
Contoh 22 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2);

s. dokumen otorisasi melaksanakan fasilitas penutuhan kapal
(document of authorization to conduct ship recycling) sesuai format
Contoh 23 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi penyedia fasilitas
penutuhan kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;

t. sertifikat internasional kesiapan penutuhan (international ready
for recycling certificate) sesuai format Contoh 24 pada Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri
ini, bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1);

u. sertifikat nasional kesiapan penutuhan (national ready for
recycling certificate) sesuai format Contoh 25 pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini,
bagi kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2);

v. pernyataan pemenuhan penilaian kondisi kapal (Statement of
Compliance for Ship Condition Assessment Scheme/CAS) sesuai
format Contoh 26 dan Contoh 27 pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, bagi kapal
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 65

(1) Sertifikat pencegahan pencemaran atau pernyataan pemenuhan
ketentuan (statement of compliance) atau surat keterangan atau surat
persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diterbitkan
dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

(2) Sertifikat pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f yang
diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun dapat diperpanjang masa
berlakunya, akan tetapi paling lama 5 (lima) tahun sejak tanggal
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pemeriksaan pertama (initial survey) atau pemeriksaan pembaharuan
(renewal survey).

(3) Sertifikat dana jaminan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
64 ayat (5) huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, dan huruf k diterbitkan
dengan masa berlaku sesuai dengan masa jaminan pertanggungan
ganti rugi dari asuransi atau lembaga keuangan lainnya, dengan masa
berlaku paling lama (1) satu tahun.

(4) Surat keterangan pemenuhan pencegahan pencemaran oleh bahan
berbahaya dalam bentuk kemasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (5) huruf c diterbitkan oleh Syahbandar pada pelabuhan
setempat dengan masa berlaku 1 (satu) kali pelayaran sampai
pelabuhan berikutnya.

Pasal 66

(1) Pengukuhan sertifikat dilakukan setiap tahun sesuai tanggal ulang
tahun pada masa berlaku sertifikat sebagai jaminan bahwa
persyaratan sesuai ketentuan yang diterapkan masih dipertahankan
dengan baik.

(2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan untuk
sertifikat pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (5).

Pasal 67

(1) Sertifikat sistem anti teritip (anti-fouling system certificate)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf l dan huruf m
diterbitkan dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun atau
sesuai jatuh tempo jadwal pengedokan kapal dan jika selama kurun
waktu tersebut dilakukan perubahan atau pergantian sistem anti
teritip (anti-fouling system) minimal 25% (dua puluh lima persen) dari
luasan kulit lambung kapal, maka dilakukan pengukuhan untuk
catatan sertifikat sistem anti teritip dan pengukuhan untuk catatan
sertifikat nasional sistem anti teritip (endorsement of the record of
national anti-fouling system certificate).

(2) Pernyataan pemenuhan standar daya tahan pelindung anti karat
(statement of compliance performance standard for protective coating)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf n diterbitkan
dengan masa berlaku paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai jatuh
tempo jadwal pengedokan kapal.

(3) Sertifikat manajemen air balas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64
ayat (5) huruf o dan huruf p diterbitkan dengan masa berlaku paling
lama 5 (lima) tahun atau sesuai jatuh tempo jadwal pengedokan
kapal.
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(4) Sertifikat inventaris material berbahaya (certificate on inventory of
hazardous materials) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5)
huruf q dan huruf r diterbitkan dengan masa berlaku paling lama 5
(lima) tahun atau sesuai jatuh tempo jadwal pengedokan kapal.

(5) Dokumen otorisasi melaksanakan fasilitas penutuhan kapal
(document of authorization to conduct ship recycling) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 64 ayat (5) huruf s diterbitkan dengan masa
berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

(6) Sertifikat kesiapan penutuhan kapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat (5) huruf t dan huruf u diterbitkan dengan masa berlaku
paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 68

(1) Kapal yang telah dilakukan pemeriksaan pertama (initial survey)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan
pemeriksaan pembaharuan (renewal survey) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 58 ayat (1) huruf d yang belum dapat diterbitkan
sertifikat permanen maka diterbitkan sertifikat yang bersifat
sementara oleh pejabat pemegang fungsi keselamatan.

(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 3
(tiga) bulan.

BAB III

PENCUCIAN TANGKI KAPAL (TANK CLEANING)

Pasal 69

Setiap kapal yang mengangkut muatan minyak atau bahan cair beracun
secara curah dilarang melakukan pembuangan sisa muatan maupun
limbah dari hasil pencucian tangki muatan ke semua perairan.

Pasal 70

(1) Pencucian tangki kapal dapat dilakukan oleh:

a. awak kapal; atau

b. badan usaha yang bergerak di bidang pencucian tangki kapal.

(2) Pencucian tangki kapal oleh awak kapal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dapat dilakukan bagi kapal yang telah dilengkapi
dengan peralatan dan perlengkapan pencucian tangki kapal antara
lain:

a. pompa cairan;

b. blower;

c. kompresor udara;
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d. detektor gas;

e. pakaian pelindung dan perlengkapannya;

f. masker gas;

g. lampu pengaman;

h. sepatu karet;

i. peralatan pemadam kebakaran jinjing;

j. bahan penyerap.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib
memiliki:

a. izin usaha; dan

b. izin kerja.

Pasal 71

Pencucian tangki kapal yang dilaksanakan oleh awak kapal dan badan
usaha harus dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. limbah atau kotoran hasil pencucian tangki harus ditampung di
tangki endap untuk selanjutnya dipindahkan ke fasilitas
penampungan di pelabuhan;

b. kegiatan pencucian tangki kapal tersebut harus dicatat dan
dilaporkan kepada pejabat pemegang fungsi keselamatan kapal di
pelabuhan setempat.

Pasal 72

(1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a
diberikan oleh Direktur Jenderal.

(2) Pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah.

(3) Badan usaha pelaksana pencucian tangki kapal wajib memiliki
persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki tenaga pencuci tangki kapal yang berpengalaman
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;

b. memiliki atau menguasai peralatan dan perlengkapan pencucian
tangki kapal yang terdiri atas:

1. pompa cairan;

2. blower;

3. kompresor udara;

4. detektor gas;
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5. pakaian pelindung dan perlengkapannya;

6. masker gas;

7. lampu pengaman;

8. sepatu karet;

9. peralatan pemadam kebakaran jinjing;

10. alat pelokalisir minyak;

11. bahan penyerap;

12. cairan pengurai minyak;

13. kapal kerja; dan

14. sarana penampung limbah.

Pasal 73

(1) Badan usaha yang telah memenuhi persyaratan pencucian tangki
kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) diberikan
persetujuan pelaksanaan pencucian tangki kapal (permit to ship tank
cleaning) oleh Direktur Jenderal.

(2) Pelaksanaan pencucian tangki kapal yang dilaksanakan oleh badan
usaha atau awak kapal diawasi oleh Syahbandar pada pelabuhan
setempat dengan menerbitkan surat izin kerja berupa surat
keterangan pengawasan pencucian tangki kapal (supervising statement
letter of ship tank cleaning).

(3) Format surat keterangan pengawasan pencucian tangki kapal
(supervising statement letter of ship tank cleaning) sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sesuai Contoh 28 pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Format persetujuan pelaksanaan pencucian tangki kapal (permit to
ship tank cleaning) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
Contoh 29 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

(5) Kapal yang telah selesai dilakukan pencucian tangki kapal diberikan
surat keterangan pencucian tangki kapal (statement letter of ship tank
cleaning) oleh Syahbandar pada pelabuhan setempat sesuai format
Contoh 30 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
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BAB IV

PENCEGAHAN PENCEMARAN DARI

KEGIATAN KEPELABUHANAN

Pasal 74

(1) Setiap pelabuhan dan terminal khusus yang dioperasikan wajib
memenuhi persyaratan untuk mencegah timbulnya pencemaran yang
bersumber dari kegiatan operasional kapal dengan melengkapi
fasilitas penampungan (reception facilities).

(2) Pencegahan pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi tersedianya fasilitas penampungan (reception facilities) antara
lain:

a. penampungan minyak kotor;

b. penampungan bahan cair beracun;

c. penampungan kotoran;

d. penampungan sampah;

e. penampungan bahan perusak ozon;

f. penampungan limbah B3;

g. penampungan sedimen/endapan air balas.

(3) Kegiatan di pelabuhan termasuk di terminal khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi operasional kapal, pembangunan,
perawatan, perbaikan, dan penutuhan kapal (ship recycling).

Pasal 75

Fasilitas penampungan (reception facilities) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 74 harus dirancang dan ditempatkan secara memadai untuk
memenuhi keperluan penampungan tanpa mengakibatkan keterlambatan
yang tak perlu bagi kapal (undue delay).

Pasal 76

Pertimbangan terhadap fasilitas penampungan (reception facilities) yang
memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 meliputi:

a. kapasitas harus cukup untuk menampung limbah kapal yang datang
atau berkunjung di pelabuhan;

b. sesuai dengan jenis limbah pada kapal yang datang atau berkunjung
di pelabuhan;

c. mudah untuk diangkut ke tempat pembuangan akhir limbah.
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Pasal 77

Fasilitas penampungan (reception facilities) di pelabuhan dapat dirancang
dengan tipe yang bersifat tetap dan ataupun tipe yang dapat bergerak
(mobile), yang memadai untuk menampung limbah dari kapal.

Pasal 78

Pengadaan fasilitas penampungan (reception facilities) di pelabuhan selain
dari Pemerintah dapat dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan
lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Penyelenggara Pelabuhan
dengan berpedoman pada Panduan IMO tentang Pelaksanaan Fasilitas
Penampungan (IMO Guide to Good Practice for Reception Facility).

Pasal 79

Kegiatan pengawasan terhadap pembuangan dan penampungan limbah di
pelabuhan dilakukan oleh Syahbandar di pelabuhan setempat.

BAB V

PENGANGKUTAN LIMBAH

BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Pasal 80

(1) Kapal yang digunakan untuk mengangkut limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (limbah B3) harus memenuhi persyaratan pengangkutan
limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3).

(2) Jenis limbah yang dikategorikan limbah B3 harus memiliki
karakteristik sebagai berikut:

a. mudah meledak;

b. pengoksidasi;

c. sangat mudah sekali menyala;

d. sangat mudah menyala;

e. mudah menyala;

f. amat sangat beracun;

g. sangat beracun;

h. beracun;

i. korosif;

j. bersifat iritasi;

k. berbahaya bagi lingkungan;

l. menyebabkan kanker (karsinogenik);

m. menyebabkan cacat bawaan (teratogenik);
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n. menyebabkan mutasi gen (mutagenik).

(3) Persyaratan kapal pengangkut limbah bahan berbahaya dan beracun
(limbah B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit
dilengkapi:

a. daftar jenis muatan (manifest) yang diangkut kapal;

b. penandaan (marking), penamaan (labeling), dan penempatan
(stowage);

c. tata cara pemuatan sesuai ketentuan; dan

d. perlengkapan penanggulangan pencemaran dan peralatan
keselamatan.

(4) Kapal yang telah memenuhi persyaratan pengangkutan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (limbah B3) sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), diberikan surat persetujuan pengangkutan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (limbah B3) oleh Direktur Jenderal.

Pasal 81

(1) Untuk memperoleh surat persetujuan pengangkutan limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (limbah B3) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 80 ayat (4), pemohon mengajukan permohonan kepada Direktur
Jenderal dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. data kapal;

b. copy sertifikat pencegahan pencemaran;

c. copy sertifikat keselamatan;

d. data dan jenis limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)
yang diangkut;

e. standar prosedur operasi pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (limbah B3).

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Direktur Jenderal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan
sejak permohonan diterima.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) belum terpenuhi, Direktur Jenderal mengembalikan
permohonan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dan
dapat diajukan kembali setelah persyaratan dilengkapi.

(4) Berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) telah terpenuhi, Direktur Jenderal menerbitkan surat
persetujuan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(limbah B3) (permit letter for transporting of hazardous and toxic
waste), sesuai format Contoh 31 pada Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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BAB VI

PEMBUANGAN LIMBAH (DUMPING) DI PERAIRAN

Pasal 82

(1) Jenis limbah yang dapat dibuang (dumping) yaitu:

a. material pengerukan;

b. limbah kotoran;

c. limbah ikan atau bahan yang dihasilkan dari pengolahan
industri perikanan;

d. kapal dan unit pengeboran lepas pantai atau struktur buatan
manusia lainnya di laut;

e. bahan non organik geologi;

f. bahan organik yang berasal dari alam;

g. barang berukuran besar terutama terdiri atas besi, baja, beton,
dan sejenisnya; dan

h. limbah industri karbondioksida.

(2) Jenis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperbolehkan untuk dilakukan pembakaran di perairan.

Pasal 83

(1) Pembuangan limbah di perairan tidak diperbolehkan di:

a. alur-pelayaran;

b. kawasan lindung;

c. kawasan suaka alam;

d. taman nasional;

e. taman wisata alam;

f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;

g. sempadan pantai/garis pantai;

h. kawasan terumbu karang;

i. kawasan mangrove;

j. kawasan perikanan dan budidaya;

k. kawasan pemukiman; dan

l. daerah lain yang sensitif terhadap pencemaran sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan lokasi pembuangan limbah (dumping area) terlebih dahulu
dilakukan koordinasi dengan instansi terkait dengan
mempertimbangkan:
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a. jenis dan sumber material yang akan dibuang;

b. lokasi pembuangan limbah;

c. dampak terhadap lingkungan;

d. metode pembuangan limbah.

(3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
apabila memenuhi persyaratan, dapat diterbitkan surat persetujuan
pembuangan limbah (dumping) atau material lainnya di laut (permit to
dumping waste or other waste at sea) sesuai format Contoh 32 pada
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.

Pasal 84

Pelaksanaan pembuangan limbah (dumping), pemilik wajib:

a. terlebih dahulu melaporkan kegiatannya kepada Syahbandar di
pelabuhan setempat;

b. pelaksanaan pembuangan harus mendapat pengawasan langsung dari
Syahbandar di pelabuhan setempat;

c. harus mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan
pencemaran terhadap dampak pembuangan pada lingkungan sekitar.

BAB VII

SISTEM INFORMASI PENCEGAHAN

PENCEMARAN LINGKUNGAN MARITIM

Pasal 85

(1) Sistem informasi pencegahan pencemaran lingkungan maritim
sekurang-kurangnya memuat informasi nama kapal yang telah
memenuhi persyaratan pencegahan pencemaran lingkungan maritim.

(2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
melalui kegiatan:

a. pengumpulan data;

b. pengolahan data;

c. penganalisaan data;

d. penyajian data;

e. penyebaran data dan informasi; dan

f. penyimpanan data dan informasi.
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Pasal 86

(1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2)
huruf a, diperoleh dari Kantor Unit Pelaksana Teknis di lingkungan
Direktorat Jenderal.

(2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 85 ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan melalui:

a. identifikasi;

b. inventarisasi;

c. penelitian;

d. evaluasi;

e. kesimpulan; dan

f. pencatatan.

(3) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf
d dilakukan dalam bentuk data dan informasi.

(4) Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85 ayat (2) huruf e dapat dilakukan melalui:

a. media cetak; dan/atau

b. media elektronik.

(5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
85 ayat (2) huruf f dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 87

Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap
pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor KM 4 Tahun 2005 tentang Pencegahan Pencemaran
dari Kapal dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 2005
tentang Ketentuan Pengoperasian Kapal Tangki Minyak Lambung Tunggal
(Single Hull), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2014

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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